


	  SUDAH SELAYAKNYA 
NEGARA MULAI MENGIDENTIFI-
KASI DAN MEMBERIKAN BLACK-
LIST KEPADA PELAKU KAMBU-
HAN KEJAHATAN KEHUTANAN 
UNTUK MEMBERIKAN EFEK JERA 
PADA KORPORASI JAHAT

“
”

IMPUNITAS
KORPORASI
PENGHANCUR
HUTAN



1 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

DAFTAR
ISI

1

2

6

18

18

24

30

44

52

53

65

71

73

Daftar Isi

Pengantar

Kronik Impunitas

Habitus Impunitas

b. Impunitas sebagai habitus

a. Legitimasi terhadap perusakan
     hutan

b. Mengabaikan realitas dampak
     sawit korporasi ilegal  terhadap
     perusakan hutan

c. Pelemahan Efek Jera

d. Pengalihan beban perusakan
     lingkungan kepada publik

e. Penyelesaian minus pemulihan

Rekomendasi	

Literatur

a. Tipologi impunitas dari awal
     reformasi

30 Cara kerja impunitas Pasal 110A
dan Pasal 110B

Penulis:
Grahat Nagara •

I Gusti Agung •

Satrio Manggala •
Uli Arta Siagian •

Tata Letak:
Zharfan Shahabi •

Penanggung Jawab:
Zenzi Suhadi •

   Made Wardana

(Direktur Eksekutif
Nasional WALHI)



IMPUNITAS KORPORASI PENGHANCUR HUTAN 2

PE
N

G
A

N
TA

R Setengah abad lebih hutan Indonesia menjadi 
komoditas. Negara memisahkan pengelolaan-
nya dengan peradaban dan kehidupan mas-
yarakat Indonesia, pasca mengklaim 140an 
juta daratan Indonesia menjadi kawasan hutan 
negara, kawasan hutan tersebut diorientasikan 
menjadi sumber ekonomi berbasis kayu den-
gan badan usaha menjadi wakil negara men-
guasainya. Penerbitan izin logging yang tinggi 
mendorong pembabatan hutan  dalam skala 
bencana.

Pasca rezim logging yang menghabisi hutan In-
donesia, dimulai tahun 1990 pemerintah melan-
jutkan kesalahannya dengan memberikan izin 
pada para pengusaha kebun kayu, melalui izin 
pemanfaatan hutan untuk Hutan Tanaman In-
dustri (HTI). Tidak hanya berhenti disana ka-
wasan hutan yang diambil dari wilayah kelola 
rakyat mulai dilepaskan untuk menjadi perke-
bunan kelapa sawit, aktivitas tambang pun 
mulai diperbolehkan dalam kawasan hutan, 
menggantikan eks konsesi logging, atau bahkan 
membongkar wilayah hutan yang masih memili-
ki tutupan baik.

Kesalahan orientasi pemenfaatan hutan, 
lemahnya penegakan hukum, dan budaya hu-
kum yang terus mengakomodasi pelanggaran, 
menjadi penyebab utama hilangnya 46% hutan 
alam Indonesia. Hilangnya hutan-hutan ini tel-
ah nyata memberikan daya rusak yang besar 
dan berkepanjangan bagi alam serta kehidupan 
rakyat Indonesia. Masyarakat adat dan komuni-
tas local kehilangan kultur dan penghidupann-
ya. Dampak besar meluas bukan hanya menim-
pa masyarakat disekitar kerusakan hutan, 
tetapi menjangkau wilayah lain dalam bentuk  
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bencana ekologis, banjir dan 
longsor, bahkan dalam skala 
yang luas berkontribusi besar 
dalam krisis iklim seperti yang 
terjadi saat ini.

Semua kehilangan, daya rusak 
dan beban ekologis yang di-
tanggung bangsa tidaklah se-
banding dengan pendapatan 
negara yang didapatkan dari 
eksploitasi hutan. Sejak tahun 
90 an, WALHI sudah meng-
kampanyekan mengenai keru-
gian negara dan kerugian pere-
konomian negara dari gagalnya 
pengurus negara mengelola 
dan melindungi hutan. Pada 
1994, WALHI telah menyebut-
kan bahwa dari US$ 2,5 miliyar 
pendapatan dari eksploitasi 
hutan (logging) setiap tahunn-
ya, maksimal hanya 17% yang 
masuk ke kas negara, artinya 
lebih dari 4 Triliun Rupiah tiap 
tahunnya masuk ke kantong 
para pengusaha. Menurut stu-
di yang berbeda dari Human 
Right Watch (HRW), antara 
2003 hingga 2006, kejahatan 
kehutanan dari illegal logging 
dan korupsi telah merugikan 
negara hampir USD 2 miliyar 
setiap tahunnya. Kementerian 
Kehutanan pada Agustus 2011 
menyebutkan potensi kerugian 
negara akibat izin pelepasan 

Kawasan hutan di 7 provinsi 
di Indonesia, diprediksi meru-
gikan negara sebesar Rp 273 
Triliun. Kerugian ini timbul aki-
bat pembukaan 727 unit perke-
bunan  dan 1722 unit pertam-
bangan. 

Dari fakta-fakta diatas, serta 
rangkaian peraturan yang dib-
uat pemerintah dibawah ini, 
kami melihat bahwa pengurus 
negara bukan saja tidak belajar 
dari kegagalan korporasi tetapi 
telah tunduk kepada pelaku ke-
jahatan.  Mulai dari PP Nomor 
60 Tahun 2012 Tentang Peruba-
han Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 
Tata Cara Perubahan Peruntu-
kan dan Fungsi Kawasan Hutan 
serta PP Nomor 104 Tahun 2015 
Tentang Tata Cara Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan, 
dan Undang-undang No 6 Ta-
hun 2023 Tentang Cipta Kerja, 
Pasal 110 A dan 110 B. Rang-
kaian regulasi secara politik 
mewakili negara untuk mem-
berikan pengampunan dan per-
lindungan hukum kepada keja-
hatan kehutanan yang nyata.

Selain melalui ketiga kebija-
kan ini, secara parsial korpora-
si juga diberikan ruang untuk 
dapat mengajukan izin pele-
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pasan kawasan hutan, atau 
korporasi juga dapat mengiku-
ti pemutihan dan pelepasan 
kawasan hutan melalui revisi 
tata ruang. Kebijakan pemu-
tihan ini, merupakan bentuk 
tunduknya negara pada per-
tumbuhan ekonomi dibawah 
sistem kapitalisme. Legitima-
si dari pengurus negara tidak 
lagi terletak pada bagaimana 
negara mendistribusikan kes-
ejahteraan, menjaga kesela-
matan rakyat dan lingkungan, 
tetapi pada seberapa besar ke-
mampuan pengurus negara un-
tuk menjaga dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. 

Buku yang berjudul “Impuni-
tas Untuk Koporasi Penghan-
cur Hutan” menggambarkan 
bagaimana pemutihan telah 
menjadi Habitus impunitas 
pengurus negara. Dapat juga di-
cermati sebagai rangkaian buk-
ti bahwa Undang-Undang Cipta 
Kerja membangkang pada Pas-
al 33 konstitusi kita, membelo-
kan Hak Menguasai Negara un-
tuk merampas kesejahteraan 
rakyat. Sudah selayaknya Neg-
ara mulai mengidentifikasi dan 
memberikan “blacklist” kepa-
da pelaku kambuhan kejahatan 
kehutanan untuk memberikan 
efek jera pada korporasi jahat.

Juni 2024
Zenzi Suhadi

Direktur Eksekutif Nasional
Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI)
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KRONIK 
IMPUNITAS

Sawit ilegal dalam kawasan 
hutan adalah fenomena lama 
dalam daftar perusak hutan di 
Indonesia (Cisneros, Kis-Katos, 
and Nuryartono 2021; Gaveau 
et al. 2022; Koh and Wilcove 
2008; Vijay et al. 2016). Diten-
garai, persoalan ini lahir dari 
politik desentralisasi yang ter-
lalu mengandalkan elite lokal 
(Schulte Nordholt and Klinken 
2009), tata kelola yang tidak 
punya kapasitas melakukan 
pengawasan, dan keterbatasan 
akses masyarakat terhadap 
sistem ekonomi yang setara 

– kemudian ditopang dengan 
meledaknya permintaan glob-
al terhadap produk turunann-
ya (Lambin and Furumo 2023). 
Akibatnya, terhitung hingga 
saat ini, setidaknya 3,3 juta 
hektar kawasan hutan disebut 
tumpang tindih dengan kegia-
tan usaha sawit  secara ilegal 
, yang dalam prosesnya mem-
bawa banyak persoalan seperti 
korupsi, konflik lahan dan bah-
kan kerusakan hutan secara 
luar biasa. Selama lebih dari 
dua dekade, persoalan ini san-
gat menguras perhatian: berb-

Angka 3,3 juta hektar ini juga dirujuk juga oleh bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemer-
intah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata 
Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Ke-
hutanan. 
Wibowo LR, Hakim I, Komarudin H, Kurniasari DR, Wicaksono D dan Okarda B, “Penyele-
saian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan 
keadilan”, Working Paper 247, Bogor, Indonesia: CIFOR, 2019.
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agai upaya penegakan hukum 
terkait pengguna hutan ilegal 
dilakukan oleh pemerintah, 
pembelaan terkait gugatan atas 
kawasan hutan di Mahkamah 
Konstitusi , kebijakan yang be-
rusaha mengurai persoalan , 
dan tulisan akademisi perihal 
persoalan ini (Astuti et al. 2022; 
Berenschot and Dhiaulhaq 
2023). Laporan berbagai organ-
isasi masyarakat sipil juga daft-
arnya tak kalah panjang untuk 
membicarakan betapa sawit 
ilegal ini sulit sekali ditangani. 

Salah satu narasi yang kerap 
dibangun terkait penyeban ser-
ta sulitnya penanganan saw-
it ilegal adalah desentralisasi 
penentuan ruang yang tidak 
harmonis. Oleh karena itu, 
meski terjadi di banyak tempat, 
provinsi yang mengalami konf-
lik tata ruang, menjadi episen-
trum penggunaan hutan ilegal 
oleh korporasi sawit, seperti 
Kalimantan Tengah dan Riau 
(Setiawan et al. 2017). Sebelum 
terbitnya berbagai kebijakan 
pemutihan, pemerintah berusa-

Lihat juga Arizona Y, Nagara G, dan Hermansyah, “Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahka-
mah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan-
an (Putusan No. 45/PUU-IX/2011)”, 2012. (Yuntho E, Diansyah F, & Fariz D, Eds.). Jakarta: 
Indonesian Corruption Watch.
Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pemerintah, misalnya Peraturan Pemerin-
tah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan revisinya 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012. Kebijakan-kebijakan ini akan dibahas 
di bagian berikutnya.
Selain publikasi CIFOR sebelumnya, lihat juga misalnya, “Fakta Dibalik Pemutihan Sawit 
Ilegal Dalam Kawasan Hutan.” Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Pantau Gambut, 
Greenpeace Indonesia, 2024. Lalu, juga “Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan: Karpet Merah 
Oligarki.” Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, 2021.
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Gambar 1.  Perkebunan sawit dalam kawasan hutan

Sumber: Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, 2021.
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ha melakukan inventarisasi dan 
penegakan hukum. Misalnya di 
Kalimantan Tengah (KalTeng), 
setelah ekspos Tim Satuan Tu-
gas Mafia Hukum dan aparat 
penegak hukum, yang mene-
mukan bahwa 3,9 juta hektare 
perkebunan tanpa persetujuan 
penggunaan kawasan hutan 
(Setiawan et al. 2017). Pada 18 
April 2011 Menteri Kehutanan 
menerbitkan Surat Nomor S. 
193/Menhut-IV/2011 tentang 
Tim Penyelidikan dan Peny-
idikan Penggunaan Kawasan 
Hutan yang Tidak Prosedural 
di Provinsi KalTeng, yang pada 
intinya akan menindaklanjuti 
pelanggaran penggunaan hutan 
ilegal tersebut dengan penega-
kan hukum. Salah satu kasus 
yang ditangani, misalnya PT Su-
santri Permai pada 2014 di Pen-
gadilan Negeri Kuala Kapuas,  
kemudian, meski sempat buron 
selama 7 tahun oleh Kejaksaan 
Kapuas, Iwan Setia Putra, man-

tan manajer PT Susantri, akh-
irnya ditangkap dan dipenjara.  

Faktanya, banyak kasus 
menunjukkan bahwa sawit ile-
gal itu tidak hanya karena per-
soalan tata ruang, pada 2014, 
contohnya, Balai Taman Na-
sional Gunung Leuser mene-
mukan korporasi sawit ilegal 
beroperasi sejak 1998 di da-
lam taman nasional. Pelaku 
bebas, karena penegak hukum 
berhasil dipra-peradilankan.  
Bagaimanapun, minimnya 
pengawasan dan ledakan per-
mintaan pasar global membuat 
perkebunan sawit melonjak 
tinggi dalam dua dekade. Per-
soalan yang dianggap sebagai 
‘terlanjur’ itu tak kunjung dapat 
dikendalikan oleh pemerintah 
bahkan hingga saat ini, dan 
kemudian berkembang, tidak 
hanya berkaitan dengan konflik 
ruang, tetapi juga campur baur 
penggunaan lahan secara ilegal 

Dalam surat itu disebutkan: “Berdasarkan hasil ekpose Bupati/Walikota se-Provinsi Kali-
mantan Tengah dan data serta informasi yang telah kami peroleh dari instansi terkait dan 
laporan masyarakat, diduga telah terjadi adanya pelanggaran tindak pidana kehutanan 
atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan tanpa ijin Menteri 
Kehutanan… Untuk menyikapi kondisi tersebut, kami telah membentuk tim untuk melaku-
kan penyelidikan dan penyidikan atas penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural.”
“melawan PT Susantri Permai”, Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 33/
PID.SUS/2014/PT.PR  junc to Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 216/PID.
SUS/2013/PN.KP.
“Mantan Manajer Perusahaan Sawit PT. Susantri Permai Boron 7 Tahun Ahirnya Ditangkap 
Kejati Kalteng”, ParlemenRakyat, 11 April 2021. Diakses tanggal 1 Januari 2024.
Karokaro AS, “Luar Biasa! Babat Hutan Lindung Langkat, Dua Perusahaan Sawit Tak Tersen-
tuh Hukum”, Mongabay, 3 September 2014. 
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oleh korporasi, mengkonversi 
jutaan hektar dan mengambil 
lahan secara paksa dari mas-
yarakat yang hidup dan bergan-
tung pada lahan dan hutan itu 
di berbagai tempat di Indonesia 
(Luthfi 2013). Piranti MapBio-
mas Koleksi 2.0 mencatat bah-
wa perubahan formasi hutan 
selama dua dekade dari 2000 
hingga 2022 mencapai 4,4 juta 
herktare.  Saat ini, menurut 
piranti yang sama, Indonesia 
memiliki kebun sawit setidakn-
ya 17, 7 juta hektare, mengalah-
kan luas komoditas pertanian 
lainnya, dan 90 % diantaranya 
berada di Pulau Sumatra dan 
Kalimantan.
Selain itu, surat dari Menteri Ke-
hutanan itu juga, memunculkan 
indikasi risiko korupsi dalam 
proses perizinan penggunaan 
hutan ilegal tersebut.  Du-
gaan risiko korupsi ini terbuk-
ti di daerah lain, ketika Annas 
Ma’mun diproses hukum oleh 
Komisi Pemberantasan Korup-
si atas perdagangan pengaruh 
dalam pelepasan kawasan 
hutan untuk sawit ilegal pada 

tahun 2014. Mantan Gubernur 
Riau ini ditangkap di rumahnya 
di Cibubur sedang memegang 
uang sejumlah 156 ribu dolar 
Singapura dari pelaku usaha 
yang menjalankan usaha sawit 
ilegal di dalam kawasan hutan. 
Menurut Annas dalam pemerik-
saan keterangan di pengadilan, 
uang itu akan digunakan untuk 
melakukan pengurusan peru-
bahan peruntukkan kawasan 
hutan terhadap sawit-sawit 
ilegal tersebut.   Bahasa se-
derhananya, akan diputihkan 
melalui tata ruang. 

Beberapa tahun kemudian, yai-
tu tahun 2023 lalu, Surya Dar-
madi, pemilik grup usaha Dar-
mex Agro sekaligus orang yang 
disebut menjanjikan uang 8 
miliar dalam kasus Annas juga 
diperiksa oleh Kejaksaan Agung 
karena kasus korupsi dan pen-
cucian uang dalam rangka per-
izinan sawit ilegal tersebut. 
Orang yang pernah menjadi 
salah satu orang terkaya di In-
donesia itu bahkan kemudian 
divonis 15 tahun penjara oleh 

MapBiomas Indonesia – Collection 2.0 time-series maps of land-use and land-cover, diak-
ses melalui http://platform-map.nusantara.earth/. 
MapBiomas Indonesia – Collection 2.0 time-series maps of land-use and land-cover, diak-
ses melalui http://platform-map.nusantara.earth/.
Disebutkan dalam surat itu, “Di samping itu diduga terjadi pelanggaran tindak pidana lain-
nya seperti korupsi, lingkungan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat.”
“Gulat Berbelit Akui Rp 3 Miliar untuk Annas Maamun”, Senarai, 16 Maret 2015.
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Pengadilan Negeri Jakarta Pu-
sat, karena dianggap meru-
gikan keuangan negara sebe-
sar Rp 2,2 triliun dan kerugian 
perekonomian negara sebesar 
Rp 39,7 triliun.   Ini sepertinya 
praktik lazim dalam pelepas-
an kawasan hutan untuk sawit 
ilegal, disebutkan dalam riset 
yang lain, memerlukan setidak-
nya biaya 2-3 milyar rupiah un-
tuk 10 ribu hektar (Setiawan et 
al. 2017).

Tapi di sisi lain, pemerintah 
menggunaan alasan ini sebagai 
pembenaran berulang kali mis-
alnya menyebutnya sebagai 
policy dispute atau sengketa 

kebijakan yang sifatnya keter-
lanjuran.  Argumentasi itu se-
olah mencoba menghilangkan 
sifat melawan hukum atau ter-
cela penghancuran hutan den-
gan menganggap bahwa pelaku 
usaha sudah memiliki itikad 
baik dengan mengikuti kebija-
kan tata ruang daerah. Logika 
ini akhirnya dipakai Pemerintah 
menerbitkan berbagai peratur-
an pemerintah yang member-
ikan kesempatan sawit ilegal 
tersebut untuk mendapatkan 
impunitas, misalnya melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2012 yang mengubah 
Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 2010 tentang Perubah-

Gambar 2.  Perkembangan perkebunan sawit Indonesia 2000-2022

Sumber: MapBiomas Indonesia – Collection 2.0 time-series maps of land-use and 
                    land-cover, diakses melalui http://platform-map.nusantara.earth/. 

Romys B, “Rugikan Negara, Bos Duta Palma Ternyata Eks Orang Terkaya RI” CNBC Indone-
sia – Market. 29 November 2023. Diakses tanggal 1 Januari 2024. 
Zakaria I, “Banyak Lahan Sawit Berada di Kawasan Hutan“, Prokal – Portal Berita Kaliman-
tan, 10 November 2023.
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an Peruntukan Kawasan Hutan. 
Termasuk terakhir melalui Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja yang 
melakukan revisi terhadap Un-
dang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013. Saking seringnya, dalam 
rapat tanggal 25 Januari 2022, 
anggota Komisi IV menyindir 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sebagai Kemen-
terian Keterlanjuran. 

Prosedur ini akhirnya dipan-
dang publik menganulir berb-
agai usaha panjang sebel-
umnya untuk memastikan 
perlindungan hutan alam ber-
jalan melalui politik penega-
kan hukum yang kuat, tak pelak 
aturan ini kemudian menuai 
penolakan publik luas dan di-
baca sebagai cara pemerin-
tah untuk melakukan pemu-
tihan terhadap perambahan 
kawasan hutan oleh korporasi 
skala besar baik itu perkebu-
nan dan pertambangan.  Upaya 
pemutihan terhadap pelangga-
ran kawasan hutan ilegal oleh 
kegiatan usaha perkebunan 

(khususnya sawit), telah ramai 
terendus dan menjadi perbin-
cangan bahkan sebelum terbit-
nya Undang-Undang Cipta Ker-
ja 2023, sementara pemerintah 
berulangkali membantahnya 
sebagai pemutihan, terutama 
mengingat juga sisipan dua pas-
al itu memang tidak mengubah 
pasal-pasal yang menjadi dasar 
kriminalisasi sanksi pidana ter-
hadap kegiatan usaha skala 
besar perkebunan dan pertam-
bangan dalam kawasan hutan 
yang berjalan secara ilegal yang 
diatur dalam UU Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan 2013.  

Mungkin, Surya Darmadi dan 
pengusaha sawit ilegal lainnya 
tidak perlu mengeluarkan uang 
untuk memberikan suap, ka-
lau mengetahui bahwa tahun 
2020, pemerintah kemudian 
menerbitkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja , yang menyisipkan 
Pasal 110A dan Pasal 110B di 
dalam Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pence-

“Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI”, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 25 Januari 2022.
“Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha Di Dalam  Kawasan Hutan Pasca UU Cipta 
Kerja”, Seri Analisis #8, Indonesian Center For Environmental Law, 2020. 
“KLHK Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan”, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siaran Pers tanggal 15 September 2022. Diakses tang-
gal 1 Januari 2024.
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gahan dan Pemberantasan Pe-
rusakan Hutan. Sisipan pasal 
yang dirumuskan melalui Un-
dang-Undang Cipta Kerja 2023 
ini mengatur berbagai sanksi 
administratif dan bahkan kes-
empatan penyelesaian admin-
istrasi dalam kurun waktu 3 
(tiga) tahun terhadap pelang-
garan hukum yang sebelumnya 
dikenakan pemidanaan. Kini, 
beberapa perusahaan Surya 
Darmadi yang teridentifikasi 
menjadi objek kasus juga akh-
irnya mengajukan pengam-
punan melalui Pasal 110 A dan 
110B tersebut.

Apapun alasan dan cara beker-
janya, pelaku usaha pengguna 
kawasan hutan diberi waktu 
hingga 3 tahun (2 November 
2023) sejak terbitnya un-
dang-undang, untuk menyele-
saikan administrasi perizin-
an dan penggunaan kawasan 
hutannya untuk tetap menerus-
kan kegiatan usahanya – baik 
itu sawit dan tambang dalam 
kawasan hutan, yang sebelum-
nya dapat langsung dimintakan 

pertanggungjawaban pidana. 
Kini, sudah berlalu hampir lima 
bulan sejak tenggat waktu 2 
November 2023 yang diminta 
Pasal 110A dan Pasal 110B 
dalam perubahan terhadap 
Undang-Undang Pencegah-
an dan Pemberantasan Peru-
sakan Hutan 2013 terlampaui. 
Hingga 4 Oktober 2023 lalu, 
berdasarkan data Kementeri-
an Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan (KLHK), luas indikatif 
perkebunan sawit yang terban-
gun dalam kawasan hutan tan-
pa perizinan di bidang kehutan-
an totalnya sebesar 1.679.797 
hektare. Luasan tersebut ter-
diri dari 1.679 unit kebun. An-
gka-angka itu hasil akumulasi 
inventarisasi data sawit dalam 
kawasan hutan yang tercantum 
dalam SK datin tahap 1-15 yang 
ditetapkan Menteri LHK.

Jika melihat subjek hukumnya, 
dari 1.679 unit kebun sawit itu 
1.263 unit kebun terindikasi mi-
lik perusahaan atau korporasi 
dengan luas 1.473.946,08 hek-
tare. 1.132 unit kebun diantarn-

Undang-Undang ini kemudian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020, 
dicabut oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, saat ini Un-
dang-Undang Cipta Kerja yang berlaku adalah perubahan tahun 2023, dalam tulisan ini 
selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja 2023. 
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ya telah dinyatakan melengkapi 
persyaratan untuk permohon-
an penyelesaiannya dengan 
total luasan 1.374.322,8 hek-
tare. Dari angka tersebut, se-
jumlah 969 unit dengan luas 
867.313,22 hektare penyele-
saiannya ditetapkan menggu-
nakan mekanisme Pasal 110A/
Pasal 110B Undang-Undang 
Cipta Kerja, dan 162 unit ke-
bun seluas 507.009,58 hektare 
diselesaikan menggunakan 
Pasal 110A. Khusus penyelesa-
ian menggunakan mekanisme 
Pasal 110A, dari 162 unit kebun 
itu, 78 unit sudah mendapatkan 
SK Penetapan Batas Pelepasan 
Kawasan Hutan atau Peneta-
pan Areal Kerja, 29 unit sudah 
mendapatkan SK Persetujuan 
Pelepasan Kawasan Hutan, dan 
sisanya 55 unit dalam proses 
oleh Tim Terpadu.  Sedangkan 
inventarisasi yang dilakukan 
terhadap kebun masyarakat 
hanya 297 unit dengan luas 
106.196,90 hektar, dan 119 unit 
kebun milik koperasi seluas 
99.654,47 hektar. Tidak ada ke-
majuan dari proses pemutihan 

sawit rakyat, sebab pemerintah 
lebih mengutamakan mem-
proses kebun milik korporasi. 

Tidak banyak informasi men-
genai proses inventarisasi dan 
pemutihan yang dilakukan oleh 
pemerintah. Tertutupnya infor-
masi ini semakin memperkuat 
kekhawatiran publik bahwa ke-
bijakan ini dimanfaatkan untuk 
memutihkan tidak hanya per-
soalan administratif kawasan 
hutan tetapi juga kerusakan 
dan risiko korupsi.  

2 November 2023 berlalu, keti-
ka public berfikir bahwa pasca 
2 November 2023, bagi korpora-
si yang belum menyelesaikan 
proses pembayaran denda 
dan lainnya , akan mendapat-
kan sanksi penegakan hukum, 
faktanya pemerintah menya-
takan bahwa 2 November 2023 
adalah batas akhir pendaft-
aran atau inventarisasi saja. 
Sedangkan batas akhir proses 
penghitungan denda, pemba-
yaran, dan lain sebagainya ti-
dak diketahui hingga kapan. 

Ariyo R, “Hari ini Tenggat UUCK, Ada 1.263 Sawit Korporasi Di Kawasan Hutan”, Betahita, 
2 November 2023.
Akhir 2023 lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat menjanjikan untuk 
membuka data terkait proses ini, namun hingga saat ini tidak terdapat informasi resmi dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat diakses publik terkait daftar 
tersebut. Lihat Triwibowo DR, “Menteri LHK Janjikan Penertiban dan Buka Data Perkebunan 
Sawit Ilegal”, Kompas, 8 November 2023. Diakses 1 Januari 2024.  
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Belakangan waktu, diketahui 
bahwa pemerintah menarg-
etkan menyelesaikan proses 
pemutihan bagi 2.130 peru-
sahaan sawit dan 1.493 mas-
yarakat hingga 30 September 
2024.  Bahkan diketahui KLHK 
telah mengeluarkan sebanyak 
21 Surat Keputusab (SK) atau 
mengenai pemberian legalitas 
lahan sawit di Kawasan hutan.  
Lagi-lagi, informasi mengenai 
siapa saja perusahaan yang tel-
ah mendapatkan pemutihan, 
bagaimana dan sejauh mana 
proses mengenai pemutihan ini 
sangat tertutup di public. 

Dalam konteks pemutihan di 
Indonesia, penting untuk me-
mahami bahwa membaca dua 
pasal sisipan tersebut tidak 
bisa dilakukan tanpa melihat 
kronologi berkembangnya per-
soalan penggunaan kawasan 
hutan ilegal oleh kegiatan us-
aha, khususnya sawit dan 
tambang. Terutama mengin-
gat bahwa sebelumnya upaya 
pemutihan serupa sudah be-
rulang kali dilakukan melalui 
berbagai peraturan, sehingga 
terbitnya pasal sisipan ini mes-
ki mengejutkan tetapi tidak di-
anggap mengherankan. 

Lailatul Anisah “Satgas Sawit: 365 Perusahaan Telah Mengajukan Pemutihan Lahan Sawit 
di Kawasan Hutan”, Kontan, Maret 2024
Lailatul Anisah “Satgas Sawit: 365 Perusahaan Telah Mengajukan Pemutihan Lahan Sawit 
di Kawasan Hutan”, Kontan, Maret 2024.
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Sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya, Pasal 110A dan 
Pasal 110B bukanlah pemu-
tihan dan impunitas pertama 
yang dilakukan oleh pemerin-
tah terhadap perusak hutan. 
Salah satu yang paling awal 
misalnya, pemutihan terhadap 
penggunaan kawasan hutan 
lindung oleh tambang yang 
dilakukan melalui Peraturan 
Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Ta-
hun 1999 tentang Kehutanan. 
Peraturan ini dikeluarkan un-
tuk menegaskan bahwa laran-
gan dan pelanggaran terhadap 

penggunaan kawasan hutan 
oleh tambang terbuka di ka-
wasan hutan lindung sebelum 
UU Kehutanan 1999 dianggap 
tidak berlaku efektif terhadap 
perizinan yang telah ada sebel-
umnya. 

Dilihat dari rumusannya, me-
mang ‘penyelesaian’ dalam 
Perpu Kehutanan 2004 tidak 
diberlakukan untuk penggu-
naan ilegal tambang sebelum 
UU Kehutanan. Pendukung 
peraturan ini berargumen bah-
wa ketentuan ini merupakan 
bagian dari penerapan prin-
sip non-retroaktif terhadap 
pelanggaran yang kemudian 

HABITUS 
IMPUNITAS

Bab 2

Tipologi Impunitas Dari Awal Reformasia.
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dikriminalisasi melalui UU Ke-
hutanan 1999. Masalahnya 
adalah, tidak ada upaya untuk 
mengkoreksi praktik pertam-
bangan yang merusak tersebut, 
meski kegiatan tersebut dilaku-
kan di hutan lindung. Banding-
kan misalnya dengan penye-
suaian pengelolaan lahan oleh 

konsesi hutan dan sawit pasca 
terbitnya kebijakan perlindun-
gan gambut melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosiste Gambut 
yang direvisi melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2016. 

Tabel 1.  Cakupan ‘penyelesaian’ tumpang tindih dengan kawasan hutan

Pola-pola yang sama juga ter-
jadi pada berbagai kebijakan 
impunitas setelahnya. Ketim-
bang melakukan koreksi, ke-
bijakan impunitas itu hanya 

dipakai sebagai instrumen un-
tuk melakukan pemutihan ter-
hadap pelanggaran perusakan 
hutan. Dorongan kebijakan 
pemutihan terhadap sawit ile-
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gal perusak hutan berikutnya 
dibangun dengan alasan bah-
wa respon pemidanaan yang 
dilakukan oleh pemerintah 
dianggap sebagai kriminalisa-

si yang berlebihan, terutama 
dengan karena dengan basis 
bahwa pemidanaan itu dilaku-
kan dengan basis perbedaan 
posisi administratif penentuan 

Tabel 2. Pemutihan untuk perkebunan dari berbagai kebijakan

Sumber: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah
	 Nomor 104 junc to Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
	 Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan, 2) Undang-Undang Nomor 11
	 Tahun 2020 junc to Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pem
	 berantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.



21 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

ruang antara pemerintah pusat 
dan daerah seharusnya disele-
saikan terlebih dahulu (Seti-
awan et al. 2017). Memang pada 
saat itu, perbedaan antara pen-
gaturan antara UU Nomor 24 
Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang dengan UU Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutan-
an dan transisi otonomi daerah 
yang tidak setimbang menye-
babkan terjadinya perbedaan 
penentuan fungsi atau perun-
tukkan ruang oleh pemerintah. 
Walaupun memang, membaca 
relasi regulasi kebijakannya ti-
dak dapat dilakukan seseder-
hana itu, terutama jika mem-
pertimbangkan aturan turunan 
dan misalnya keterkaitannya 
dengan Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1960 tentang 
Pokok Agraria. Relasi diantara 
seluruh regulasi dalam hirar-
ki perundangan-undangan itu 
membuat cara bagaimana atur-
an tersebut menjadi panduan 
dalam situasi konkrit menjadi 
sangat rumit – misalnya terkait 
apakah kebijakan penentuan 
kawasan hutan melalui pera-
turan atau keputusan menteri 
bisa mengesampingkan aturan 
tata ruang dalam kebijakan set-
ingkat peraturan daerah (Butt 
and Lindsey 2018).

Dengan logika yang sama, da-
lam penjelasannya, dua aturan 
penyelesaian yang diterbitkan 
pasca tahun 2010 itu, yaitu PP 
Perubahan Peruntukkan 2012 
dan PP Perubahan Peruntukkan 
2015 menyalahkan disharmoni 
kedua rezim aturan tata guna 
lahan tersebut. Keberadaan 
PP Perubahan Peruntukkan 
baik pada tahun 2012 dan 2015 
mencoba menyelesaikan per-
soalan yang diakibatkan perbe-
daan penentuan ruang antara 
undang-undang tersebut. Dari 
berbagai persoalan itu, dalam 
lingkup keseluruhannya, se-
cara umum setidaknya ada tiga 
tipologi umum sawit dalam ka-
wasan hutan yang selama ini 
dikategorikan sebagai ilegal: 1) 
korporasi yang mengusahakan 
sawit tetapi tidak memiliki 
pelepasan kawasan hutan, 2) 
korporasi yang mengusahakan 
sawit dengan alas hukum tata 
ruang daerah – dan tumpang 
tindih dengan kawasan hutan, 
3) sawit rakyat yang belum 
melalui tahapan penataan ka-
wasan hutan. Tanpa kebijakan 
penyelesaiannya, seluruh tipolo-
gi sawit dalam kawasan hutan 
direspon dengan pasal pidana 
penggunaan kawasan hutan 
ilegal atau perambahan hutan.
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Pada titik inilah, Pasal 110A 
dan Pasal 110B menjadi rele-
van, karena berbeda dengan 
kebijakan penyelesaian ‘keter-
lanjuran’ kawasan hutan yang 
sebelumnya diberikan melalui 
PP Perubahan Peruntukkan, 
kebijakan penyelesaian yang 
diperkenalkan UU Cipta Ker-
ja itu meliputi juga pelangga-
ran yang tidak hanya disebab-
kan oleh perbedaan kebijakan 
rencana tata ruang [Tipologi 
Kedua]. Jika sebelumnya, ter-
utama melalui PP Perubahan 
Peruntukkan 2015, penyele-
saian tumpang tindih itu han-
ya berlaku terhadap korporasi 
skala besar dengan izin usaha 
yang berada di dalam kawasan 
hutan. Pasca UU Cipta Kerja, 
penyelesaian juga berlaku un-
tuk kegiatan yang tidak berizin 
di dalam kawasan hutan – ter-
masuk terhadap sawit rakyat, 
khususnya melalui Pasal 110B. 

Hadirnya dua pasal dalam UU 
Cipta Kerja yang disisipkan da-
lam UU P3H, yaitu Pasal 110A 
dan Pasal 110B, harapannya 
akan menyelesaikan seluruh 
bentuk permasalahan tumpang 
tindih dalam kawasan. Tentu 
saja, bagi masyarakat luas, ke-
bijakan ini mudah untuk dibaca 
sebagai amnesti atau bahkan 
pemutihan terhadap kejaha-
tan kehutanan, mengingat juga 
selama ini respon negara terh-
adap sawit atau bahkan peng-
gunaan lain dalam kawasan 
hutan hanya ada dalam bentuk 
kriminalisasi.

Untuk perkebunan yang telah 
memiliki izin, dapat disele-
saikan dengan membayar 
royalti hutan dan menyele-
saikan administrasi pelepas-
an kawasan. Sementara untuk 
bentuk kegiatan usaha lain, 
penyelesaiannya dilakukan 

Gambar 3.  Cakupan ruang lingkup penyelesaian
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dengan memenuhi sanksi ad-
ministratif dan mendapatkan 
persetujuan melanjutkan ke-
giatan usaha di dalam ka-
wasan hutan. Namun demiki-
an penyelesaian dalam bentuk 
pelepasan kawasan hutan han-
ya berlaku untuk kegiatan usa-
ha perkebunan, sementara ke-
giatan usaha lain harus melalui 
proses pemenuhan sanksi 
administratif. Selain itu, Pasal 
110B juga mengatur penyele-

saian dalam bentuk penataan 
kawasan terhadap masyarakat 
yang menguasai lahan di 
bawah 5 hektar dan tinggal di 
dalam kawasan hutan. Berbe-
da dengan Pasal 110A yang di-
batasi waktu penyelesaiannya, 
yaitu 2 November 2023, Pasal 
110B ini dibatasi waktu. Meski-
pun keduanya tetap mengatur 
batasan titik mula penggunaan 
hutan tersebut sebelum 2 No-
vember 2020.

Dokumentasi WALHI Nasional
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Dari keseluruhan contoh 
‘penyelesaian’ tersebut, pe-
rubahan yang terjadi pasca 
UU Cipta Kerja melalui Pasal 
110A dan Pasal 110B merupa-
kan ketentuan yang paling luas 
mengatur berbagai cakupan 
persoalan hukum. Tentu ketiga 
persoalan yang dijawab den-
gan berbagai kebijakan terse-
but juga memiliki perbedaan 
karakteristik persoalan tump-
ang tindih dengan kawasan 
hutan. Perluasan ini juga seka-
ligus menunjukkan bahwa pe-
merintah hingga saat ini belum 
memiliki kapasitas yang me-
madai untuk mengawasi dan 
mengendalikan tumpang tindih 
tersebut. Di sisi lain, perluasan 
ini juga penting untuk mempo-
sisikan setiap bentuk pelangga-
ran hukum terhadap hutan se-
bagai beragam fakta yang perlu 
direspon dan dikendalikan oleh 
pemerintah. Jika ruang lingk-
up responnya terbatas, bukan 
hanya penyelesaiannya men-
jadi tidak tuntas, tetapi dapat 
menyebabkan tujuannya dari 
penyelesaian hukumnya tidak 
tercapai. Selama ini, tidak ada 
upaya untuk mengkaji secara 
utuh ragam fakta dan tipologi 
persoalan hukum yang berkai-

tan dengan penggunaan ka-
wasan hutan ilegal yang dapat 
diuji publik. 

Karakter utama lain dari berb-
agai politik impunitas tersebut 
adalah bahwa kebijakan itu leb-
ih banyak diarahkan untuk sub-
yek hukum korporasi yang men-
gusahakan lahan dengan skala 
besar. Posisi istimewa bagi kor-
porasi ini diberikan karena mer-
eka dipandang sebagai pelaku 
usaha yang berkontribusi besar 
bagi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Lebih parah lagi, 
dalam konteks Indonesia saat 
ini adalah semakin kaburnya 
garis batas antara pelaku usa-
ha dengan aparat negara yang 
seharusnya menjadi regulator 
bagi pelaku usaha tersebut. 
Memang Pasal 110A dan Pasal 
110B tidak hanya berlaku untuk 
korporasi – berbeda misalnya 
dengan kebijakan impunitas 
sebelumnya. Tetapi berbeda 
dengan korporasi, perkebunan 
skala kecil dalam kawasan 
hutan sebenarnya dapat 
diselesaikan dengan prosedur 
yang berbeda karena memili-
ki posisi hukum dan hak yang 
berbeda atas tanah melalui 
penguasaan tradisional dan 

Impunitas Sebagai Habitusb.



25 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

de facto. Memposisikan mas-
yarakat sama dengan korporasi 
skala besar yang tidak memiliki 
penguasaan asal, sebenarnya 
dapat membebani masyarakat 
dengan proses hukum yang 
bertentangan dengan haknya. 

Kebijakan yang seharusnya 
memiliki dimensi kepentingan 
publik yang luas atau kelompok 
rentan, justru diarahkan spe-
sifik pada keuntungan segelin-
tir orang yang mengendalikan 
korporasi dan menguasai juta-
an hektare lahan di Indonesia. 
Alhasil, atas nama menjamin 
investasi dan kepastian hu-
kum bagi pelaku usaha, pe-
merintah memilih untuk tidak 
memidanakan kejahatan yang 
mereka telah perbuat. Dengan 
bercermin pada berbagai ke-
bijakan sebelunya, kebijakan 
pengampunan oleh negara 
melalui Pasal 110A dan Pasal 
110B UU P3H jo. UU Cipta Ker-
ja menunjukkan impunitas ter-
hadap korporasi merupakan 
habitus hukum dari penguasa. 
Habitus di sini merujuk tidak 
saja pada praktik hukum dari 
penguasa, namun juga dimensi 

paradigmatik tentang bagaima-
na negara melihat permasala-
han kejahatan lingkungan dan 
menyelesaikan permasalahan 
yang menjadi tanggung-jawab-
nya. 

Dalam konteks kebijakan 
pemutihan, habitus hukum 
ini dibentuk oleh penundukan 
negara pada pertumbuhan 
ekonomi. Sebagaimana diung-
kapkan oleh Katrina Pistor da-
lam bukunya The Code of Cap-
ital, dalam sistem kapitalisme, 
legitimasi dari pemerintah tidak 
lagi terletak pada bagaimana 
negara mendistribusikan kese-
jahteraan, namun ia diukur dari 
kemampuannya untuk menja-
ga atau bahkan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Alha-
sil, perluasan dan percepatan 
kapital dinilai sebagai sebuah 
keniscayaan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi, se-
dangkan dampaknya terhadap 
lingkungan hidup hanya dipan-
dang sebagai ekses yang bisa 
dicegah dan dikelola, bukan se-
bagai sesuatu yang seharusnya 
dilarang (Pistor 2019). 
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Konsekuensinya, sulit untuk 
mengatakan bahwa tidak ada 
pembajakan regulasi dalam 
kebijakan-kebijakan yang dike-
luarkan pemerintah yang mem-
berikan keistimewaan kepada 
pelaku usaha. Dalam konteks 
ini, habitus untuk selalu mem-
bela kepentingan korporasi 
juga penting untuk dilihat dari 
perspektif relasi antara pebi-
snis dan pejabat pembuat kebi-
jakan di Indonesia. Ini telah di-
uraikan panjang dalam banyak 
tulisan juga (Berenschot et al. 
2023), misalnya mengutip Tem-
po , yang mencatat bahwa 262 
orang dari 575 anggota DPR RI 
memegang saham atau mana-
jemen dengan berbagai peru-
sahaan di bidang sumber daya 
alam, seperti korporasi sawit. 
Beresonansi dengan Code of 
Capital, Koalisi Bersihkan In-
donesia, bahkan menyebut UU 
Omnbus Law nama lain dari UU 
Cipta Kerja 2020, sebagai Kitab 
Hukum Oligarki – merujuk pada 
segelintir elite yang menggu-
nakan kekuasaannya untuk 
menghasilkan kebijakan yang 
mempertahankan kekayaann-
ya di sektor sumber daya alam.

Setelah menemukan habitus-
nya, mudah kemudian untuk 
membaca bahwa impunitas 
merupakan salah satu bentuk 
habitus ketundukkan terhadap 
kuasa ekonomi skala besar. 
Krimonologi kritis mendefi-
nisikannya sebagai penggu-
naan hukum untuk pelanggen-
gan kekuasaan material yang 
dilakukan dengan kuasa koersi 
(Vegh Weis 2022). Kuasa koersi 
merupakan bentuk kuasa pal-
ing keras yang bisa dilakukan 
pemerintah kepada rakyatnya, 
seharusnya memang hanya 
dilakukan secara terbatas terh-
adap pelanggaran kepentingan 
publik yang berdampak luas. 
Tetapi dalam banyak fenom-
ena, penggunaan alat koersi 
kriminalisasi seringkali lebih 
banyak berkaitan dengan aku-
mulasi kekayaan dan kuasa. 
Politik ini dapat dilakukan da-
lam bentuk overkriminalisasi 
yaitu ketika negara untuk men-
gategorikan sebanyak mungkin 
kejahatan yang dinilai dapat 
mengganggu bekerjanya corak 
produksi kapitalisme maupun 
menghambat proses hegemoni.

“Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki”, Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia, 
2020.
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Gambar 4.  Habitus impunitas untuk sawit ilegal 

Akan tetapi di sisi yang lain, 
perbuatan yang justru meru-
sak dan menciptakan bahaya 
sosial dan lingkungan (social 
and environmental harm) justru 
mengalami pembatasan krimi-
nalisasi (undercriminalisation). 
Dikesampingkannya Pasal 93 
UU P3H sebagai akibat dari ber-
lakunya Pasal 110B merupakan 
juga menjadi bukti undercrim-
inalisation bagi korporasi. Se-
hingga ketika, pasal sisipan ini 
digunakan, maupun kebijakan 
pemutihan sebelumnya punya 
cara bekerja yang sama, yaitu 

menjauhkan korporasi perusak 
hutan dari pertanggungjawa-
ban kriminal – mudah dibaca 
sebagai habitus untuk tunduk 
pada hegemoni tersebut. Se-
cara substantif, Pasal 110B itu 
kontradiktif dengan Pasal 93 UU 
P3H jo. UU Cipta Kerja.   Meng-
hilangkan keberlakuan subyek 
hukum yang dipilih pemerintah 
menunjukkan bahwa melalui 
kebijakan ini, pemerintah tidak 
saja melakukan undercriminal-
isation pada lapisan sekunder 
dengan tidak memproses 
hukum atas kejahatan yang 

Pasal 93 tersebut mengatur bahwa korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan 
hasil perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan, 
membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil perkebunan yang berasal dari perkebu-
nan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun.
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dilakukan oleh aktor korporasi, 
tapi justru melakukan dekrimi-
nalisasi selektif. 

Elemen “tercela“ dari perbua-
tan korporasi dengan menca-
plok kawasan hutan secara 
ilegal, melalui Pasal 110A dan 
Pasal 110B, dikaburkan den-
gan narasi “keterlanjuran” 
dan sengketa kebijakan, yang 
kemudian dianggap berlebihan 
ketika direspon dengan pidana. 
Alhasil, perbuatan tersebut 
tidak hanya kehilangan kono-
tasi negatifnya, namun mene-
mpatkan perbuatan tersebut 
justru telah berkontribusi bagi 
perekonomian nasional. Den-
gan demikian, negara telah 
mengesampingkan kenyata-

an bahwa perbuatan korpora-
si tersebut telah menyebab-
kan bahaya lingkungan 
(environmental harm) di mana 
ekosistem hutan telah dirusak 
sehingga kehilangan fungsi 
ekologisnya. Di masa depan, 
kebijakan ini justru akan mem-
berikan insentif bagi korpora-
si untuk melakukan tindakan 
yang sama, dengan harapan 
pemerintah kelak akan memu-
tihkannya. Sebagai sebuah 
habitus hukum kekuasaan, bu-
kan tidak mungkin kebijakan 
pengampunan atas kejahatan 
lingkungan yang dilakukan kor-
porasi akan mengalami pengu-
langan dan bahkan perluasan 
(tidak saja di sektor perkebu-
nan sawit) di masa mendatang.

Dokumentasi WALHI Nasional
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Penambahan sanksi adminis-
tratif atau penghapusan keten-
tuan pidana. Lalu, bagaimana 
seharusnya Pasal 110A dan 
Pasal 110B ini dibaca? Se-
bagaimana telah diuraikan da-
lam historis kebijakan di bagian 
sebelumnya, penting untuk 
melihat kedua pasal ini dalam 
keseluruhan bentuk respon 
negara terhadap penggunaan 
kawasan hutan ilegal, khu-
susnya oleh perkebunan saw-
it. Kekhawatiran paling dasar 
dari hadirnya Pasal 110A dan 
Pasal 110B adalah terjadinya 
perubahan terhadap norma 
yang menentukan bagaimana 
negara merespon penggunaan 

hutan secara ilegal oleh ke-
giatan yang berdampak pada 
penghancuran hutan. Selama 
ini perbuatan yang demikian 
dikriminalisasi melalui keten-
tuan yang ada di dalam Pasal 17 
ayat (2) junc to Pasal 92 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 18 Ta-
hun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan (lihat Tabel 4).  Kemudi-
an, selain sanksi pidana, khu-
sus untuk norm adressat yang 
merupakan badan hukum, hu-
kuman juga diberikan dalam 
bentuk sanksi administratif 
berupa paksaan pemerintah, 
uang paksa dan pencabutan 
izin. 

CARA KERJA IMPUNITAS 
PASAL 110A DAN PASAL 110B

Bab 3

Legitimasi Terhadap Perusakan Hutana.

Selanjutnya disebut UU Perusakan Hutan 2013.
Pasal 18 ayat (1) UU Perusakan Hutan 2013. 
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Namun demikian, aturan itu 
tidak membedakan fakta hu-
kum yang menjadi latar be-
lakang kualifikasi penggunaan 
kawasan hutan secara ilegal 
tersebut. Misalnya saja, peng-
gunaan lahan di dalam ka-
wasan hutan oleh masyarakat 
yang penataan hutannya belum 
selesai tidak dibedakan dengan 
korporasi yang menggunakan 
kawasan hutan secara ilegal. 
Perbuatan sama-sama dikrim-
inalisasi dengan penyelesaian 
sanksi pidana dan kumulasi 
administratif bagi korporasi. 
Pembedaan terhadap tipologi 

ini baru muncul setelah Pas-
al 110A dan Pasal 110B dan 
kedua peraturan pemerintah 
sebagai turunannya kemudian 
diterbitkan. Penting untuk dise-
butkan, bahwa sisipan Pasal 
110A maupun Pasal 110B tidak 
menyebutkan norma apapun 
yang memiliki dampak terha-
dap keberlakuan Pasal 17 UU 
Pencegahan dan Pemberan-
tasan Perusakan Hutan. Art-
inya, secara normatif, kedua 
pasal ini sama-sama berlaku 
dengan ranah forum hukum 
yang berbeda. 

Tabel 3. Tipologi penggunaan hutan (ilegal) dan respon negara
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Dalam ranah pengendalian 
sosial, tersedianya berbagai 
instrumen hukum dalam peris-
tiwa hukum yang sejenis tidak 
pernah dianggap persoalan. 
Pemerintah dapat member-
lakukan keduanya atau salah 
satunya tergantung pada fakta 
hukum yang ditemukan secara 
materil atau strategi penega-
kan hukum yang dipilih. Ten-
tu saja pilihan apapun punya 
konsekuensi dan dampaknya 
masing-masing. Sanksi pidana 
dianggap lebih efektif dalam 
memberikan efek jera ketim-
bang administratif yang lebih 
banyak hanya mengutamakan 
pada penghentian perbuatan 
(Michael G Faure, Koopmans, 
and Oudijk 1996). Oleh karena 
itu, hukum administratif lebih 
cenderung menjadi alat per-
suasi ketimbang pengenda-

lian, sehingga dapat menjadi 
insentif yang tidak tepat kare-
na memberikan keleluasaan 
pelaku pada gradasi tertentu 
untuk mengabaikan regulasi 
(Michael G Faure and Visser 
2003). Untuk penegakan hu-
kum lingkungan, sangat disa-
rankan agar penegakan sanksi 
lingkungan ini juga dilengkapi 
dengan ancaman pidana yang 
membuatnya lebih punya daya 
tekan. Ini bukan berarti ranah 
hukum administratif tidak pu-
nya nilai positif, penegakan hu-
kum administratif dapat dilak-
sanakan dengan cepat, lebih 
murah, sehingga lebih mema-
dai untuk mencapai tujuan 
penegakan hukum itu sendiri 
ketimbang pidana yang mem-
butuhkan respon yang segera 
(Ogus and Abbot 2002)

Tabel 4. Pengaturan pidana terhadap perkebunan ilegal dalam kawasan
hutan sebelum UU Cipta Kerja 2020
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Penyelesaian terhadap penggu-
naan kawasan hutan oleh berb-
agai bentuk atau status tipologi 
persoalan hukumnya, dapat 
memanfaatkan model penyele-
saian dan sanksi administratif 
yang lebih fleksibel mencari 
dan menemukan keadilan ke-
timbang pemidanaan. Gradasi 
bentuknya bisa luas, penera-
pan sanksi dan penyelesaian 
administratif saja, atau dalam 
bentuk kumulasi eksternal den-
gan pemidanaan, merupakan 
strategi penegakan hukum yang 
dapat dipilih selama ketentuan 
perundang-undangannya tel-
ah mengatur – ini juga dalam 
dekade terakhir menjadi tren 
yang berkembang dalam pen-
egakan hukum lingkungan (M. 
G. Faure and Svatikova 2012). 
Selain pada memastikan bah-
wa penyelesaian dan sanksi 
administratif dirumuskan dan 
dilaksanakan dengan tujuan 
yang tegas, tantangan berikut-
nya, namun demikian, terletak 
pada perbuatan apa yang se-
harusnya tetap penting untuk 
dikriminalisasi dengan segera, 
terutama tidak selalu juga pen-
erapan kumulatif itu justru be-
rujung pada saling menguatkan 
(Heine 1992). 

Dimensi berikutnya dari arah 
politik hukum yang perlu di-
uraikan dari Pasal 110A dan Pas-
al 110B pasca UU Cipta Kerja 
2020 adalah aspek keberlakuan 
pengendalian sosial dari berb-
agai ranah hukum yang dibentuk 
itu. Perlu diperhatikan bahwa 
meski dengan segala argumen-
nya, kedua ranah hukum admin-
istratif dan pidana itu tetap ter-
sedia dalam legislasi Indonesia, 
kehadiran mekanisme penyele-
saian administratif itu akan ban-
yak merubah interpretasi dan 
pelaksanaan sebut saja Pas-
al 17 ayat (2) UU Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Mengingat bahwa keten-
tuan pasal itu merupakan delik 
pidana administratif, yang mana 
kualifikasi pemenuhannya akan 
sangat bergantung pada ruang 
lingkup definisi dan operasion-
al persoalan administratifnya. 
Sehingga kalaupun demikian, 
penulis secara pribadi berargu-
men tidak terjadi dekriminalisa-
si secara formal terhadap Pasal 
17 ayat (2) misalnya, mengingat 
tidak ada satupun ketentuan 
yang menghapuskan sifat dapat 
dipidana dari perbuatan yang 
dirumuskan dalam pasal terse-
but, keberlakuannya secara 
materil menjadi dibatasi.  
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Pembatasan pertama, berkai-
tan dengan subyek hukum. Pas-
al 110B secara khusus memilah 
bahwa dalam hal penggunaan 
itu dilakukan orang perseoran-
gan yang bertempat tinggal di 
dalam dan/atau di sekitar ka-
wasan hutan paling singkat 5 
(lima) tahun secara terus me-
nerus dengan luasan paling 
banyak 5 (lima) hektare, dike-
cualikan dari sanksi adminis-
tratif dan diselesaikan melalui 
penataan kawasan hutan. Ru-
ang lingkup penataan kawasan 
hutan memiliki ranah adminis-
tratifnya tersendiri melalui PP 
Penyelenggaraan Kehutanan 
2023. Pembatasan kedua, ber-
kaitan dengan status hukum 
terhadap pengguna kawasan 
hutan korporasi yang menga-
jukan penyelesaian sebelum 
2 November 2023. Pasal 110A 
ayat (1) mengarahkan kegia-
tan usaha perkebunan untuk 
menyelesaikan keterlambatan 
administratifnya dalam pele-
pasan kawasan hutan sebelum 
tenggat waktu tertentu selama 
tiga tahun pasca diterbitkann-
ya UU Cipta Kerja tahun 2020. 
Dengan demikian, terhadap su-
byek dengan status hukum di 
luar batasan-batasan itu, maka 
pidana sebagaimana Pasal 17 
ayat (2) UU Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan 
Hutan 2013 seharusnya dapat 
diterapkan kapanpun. 

Dalam ranah hukum, situasi 
di mana keberlakuan pemi-
danaan atau hukuman dapat 
dikesampingkan secara tem-
porer atau terhadap subyek 
hukum tertentu biasa disebut 
sebagai amnesti. Istilah am-
nesti dalam banyak literatur 
diterjemahkan sebagai peng-
abaian penerapan penghuku-
man dengan berbagai bentuk 
pilihan penyelesaian, tidak 
jarang juga dikaitkan dengan 
paradigma ‘keadilan restorat-
if’ yang tujuannya melengkapi 
atau menggantikan cara pan-
dang pembalasan dendam 
dalam hukuman (Espindola 
2014). Karena punya dampak 
menimpa norma keadilan 
pada umumnya, penggunaan 
amnesti selalu punya nilai 
kontroversi. Penolak amnesti 
beranggapan bahwa penyim-
pangan penghukuman terha-
dap individu tertentu secara 
moral bermasalah, terutama 
dalam hal menambah lapisan 
ketidakadilan terhadap korban 
dari kejahatan. Dalam cara 
pandang retributif, pelaku itu 
sendiri pantas dihukum den-
gan perbuatannya, sehingga 
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kegagalan penghukuman itu 
sendiri adalah ketidakadilan 
(Pensky 2008). Sementara pen-
dukungnya memposisikan am-
nesti sebagai cara praktis un-
tuk mencapai perdamaian dan 
keadilan, apalagi juga mengin-
gat secara praktis proses hu-
kum terhadap seluruh pelaku 
kejahatan akan selalu terben-
tur pada beban biaya, sumber-
daya, dan waktu yang tidak se-
dikit (Espindola 2014). 

Sama seperti penghukuman 
itu sendiri, pengesampingan 
terhadap hukuman atau juga 
disebut amnesti atau sebut-
lah pemutihan tertentu dalam 
persoalan ini, harus memiliki 
landasan moral yang memadai 
untuk diterapkan. Referensi 
dan contoh perihal amnesti ini 
cukup banyak, salah satunya 
misalnya dengan memberikan 
logika terhadap pemberlakuan 
amnesti dari sudut pandang 
epistemik penghukuman itu 
sendiri. Untuk mencegah keti-
dakadilan, setidaknya dua 
keterbatasan epistemik pent-
ing untuk diperhatikan dalam 
penyusunan kebijakan pemi-
danaan dan amnesti: 1) keter-
batasan dalam hal pelaku yang 

lebih rendah perannya dalam 
kejahatan (low level perpetra-
tor), dan 2) keterbatasan dalam 
hal negara gagal menyediakan 
ruang publik yang aman dan ke-
bijakan yang tidak berkonflik. 

Secara umum, keterbatasan 
epistemik ini berawal dari pre-
mis yang sama, bahwa peng-
hukuman harus selalu berasal 
dari kejelasan ruang lingkup 
dan legitimasi moral terhadap 
penghukuman atas perbuatan 
melawan hukum tertentu. Se-
hingga penentuan amnesti juga 
seharusnya membantu memi-
lah mana perbuatan yang layak 
diberikan penderaan dan mana 
yang tidak. Keterbatasan ini 
terlihat misalnya dalam kasus 
Bongku, yang pada awal tahun 
2020 lalu didakwa karena ber-
ladang di dalam konsesi kebun 
kayu pulp milik perusahaan 
taipan besar di Indonesia, PT 
Arara Abadi.  Pasal yang dider-
akan pada Bongku disamakan 
dengan pasal yang seharus-
nya dipakai untuk meminta 
pertanggungjawaban sawit 
ilegal dalam kawasan hutan. 
Sekalipun dengan tujuan pemi-
danaan untuk korporasi ska-
la besar, rumusan yang buruk 

Saputra R, “Vonis Bongku, Preseden Buruk Penerapan UU P3H”, Betahita - Kolom, 9 Juni 
2020. 
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akan membentuk keterbatasan 
epistemik terhadap perumusan 
undang-undang akhirnya lebih 
banyak memakan korban den-
gan kriminalisasi berlebihan. 
Menyedihkan kalau melihat ju-

taan hektare sawit korporasi di-
diamkan oleh penegak hukum, 
sementara masyarakat lokal 
yang berladang untuk kebutu-
han subsisten justru dipidana 
dengan pasal itu.

“Naskah Akademik RUU Cipta Kerja”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020. 
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Dalam naskah akademiknya, 
arah politik hukum UU Cipta 
Kerja 2020 (lihat Kotak 1) dapat 
dengan mudah membaca upa-
ya untuk melakukan penguran-
gan beban hukum pidana dalam 
mengelola perubahan perilaku. 
Ada dua hal yang menjadi ba-
sis argumen, pertama mem-
posisikan ketentuan pidana 
sebagai “obat terakhir” dalam 
penegakan hukum (ultimuum 
remedium) dan kedua memi-
lah dengan cermat mana yang 
merupakan pidana adminis-
trasi (administrative penal law) 
dan hukum pidana (criminal 
penal law). Naskah akademik 
ini sebenarnya tidak kemudian 
mengatur spesifik perubahan 
pasal pidana yang ada di dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Ta-
hun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan, baik terhadap rumu-
san perbuatan pidana (Pasal 
17) maupun sanksi pidananya 
(Pasal 92), kecuali menambah-
kan Pasal 110A dan Pasal 110B. 
Di sisi lain, berbeda dengan Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hid-
up, UU Perusakan Hutan 2013 
tidak mengatur juga perihal 
prinsip ultimum remedium. Se-
hingga ketika, penyisipan Pasal 
110A dan Pasal 110B dilakukan 
tidak jelas apakah maksudnya 
keberlakuan prinsip itu berlaku 
efektif secara normatif. 

Namun pembacaan ini bisa jadi 
berbeda jika membaca aturan 
turunan yang menjadi prosedur 
operasionalisasi Pasal 110A 
dan Pasal 110B UU Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan 2020. Menarik untuk me-
lihat bagaimana PP Denda Ka-
wasan Hutan 2021 membangun 
interpretasinya sendiri terha-
dap Pasal 110A dan Pasal 110B 
tersebut. Misalnya untuk Pasal 
110A, perbedaan paling sig-
nifikan adalah penyebutan ke-
lapa sawit sebagai subyek hu-
kum dan posisi hukum pasal itu 
terhadap seluruh respon nega-
ra terhadap penggunaan ka-
wasan hutan secara ilegal, yai-
tu tidak dikenai sanksi pidana 
tetapi diberikan kesempatan. 
Rumusan ini seolah menegas-
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kan keberadaan pasal-pasal ini 
sebagai cara untuk memberi-
kan amnesti terhadap penggu-
naan kawasan hutan dengan 
syarat kemudian penyelesaian 
prosedur pelepasan kawasan 
hutan dan pembayaran pener-
imaan negaranya diselesaikan. 
Begitu juga dengan Pasal 110B 
(lihat Tabel 5). Frasa itu juga 
seolah menunjukkan pember-
lakuan “ultimuum remedium” 
terhadap pidana UU Perusakan 
Hutan 2013 untuk sawit ilegal 
dalam kawasan hutan yang 
beroperasi sebelum berlakun-
ya UU Cipta Kerja 2020, meski 
penyebutannya hanya dilaku-
kan dalam bagian penjelasan 
yang seharusnya tidak memi-
liki keberlakuan normatif atau 
membentuk norma.

Sifat kedua pasal ini sebagai 
amnesti semakin terlihat da-
lam interpretasi Pasal 110B 
yang langsung dengan tegas 
menyebutkan mengganti sank-
si pidana dengan sanksi admin-
istrasi terhadap kegiatan yang 
dilakukan sebelum terbitnya 

UU Cipta Kerja 2020. Interpre-
tasi ini dilakukan oleh aturan 
turunannya yaitu: Pasca terbit-
nya UU Cipta Kerja itu, pemer-
intah kemudian menerbitkan 
juga aturan pelaksana Peratur-
an Pemerintah Nomor 43 Ta-
hun 2021 tentang Penyelesaian 
Ketidaksesuaian Tata Ruang, 
Kawasan Hutan, Izin, dan/atau 
Hak Atas Tanah   dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2021 tentang Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif Dan Tata 
Cara Penerimaan Negara Bu-
kan Pajak Yang Berasal Dari 
Denda Administratif Di Bidang 
Kehutanan.  Dari caranya men-
definisikan pasal-pasal ini, 
jelas PP Denda Kawasan Hutan 
2021 telah menambahkan nor-
ma baru yang sebelumnya ti-
dak dibunyikan dengan tegas, 
yaitu bukan lagi sebagai bentuk 
penyelesaian sementara. Terle-
pas dari daya efektifnya, sum-
ber-sumber hukum ini mem-
buat respon terhadap sawit 
ilegal diterapkan berbeda-beda 
satu sama lain.

Selanjutnya disebut PP Penyelesaian Ketidaksesuaian 2021.
Selanjutnya disebut PP Denda Kawasan Hutan 2021. 
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Tabel 5. Pasal 110A dan Pasal 110B dan interpretasinya dalam 
PP Denda Kawasan Hutan
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Gambar 5.  Perbedaan dalam mengatur respon terhadap sawit ilegal.

Sebagaimana diungkapkan 
dalam Naskah Akademik-nya, 
kebijakan ini didasarkan pada 
kebutuhan untuk memilah 
dengan cermat mana yang 
merupakan pidana adminis-
trasi (administrative penal law) 
dan hukum pidana (criminal 
penal law). Meski tidak terla-
lu jelas apa maksudnya ketika 
dengan ‘memilah cermat’ dan 
sebagaimana dijelaskan di ba-
gian sebelumnya, bagaimana 
dampaknya terhadap pember-

lakuan pidana terhadap sawit 
ilegal dalam kawasan hutan. 
Tetapi, jika maksudnya adalah 
bahwa pidana administrasi di-
anggap tidak memiliki dampak 
sehingga tidak dikenakan pi-
dana, hal ini jelas menunjukkan 
bahwa penyusun undang-un-
dang ini mengabaikan berb-
agai realitas yang panjang se-
lama dua dekade bagaimana 
korporasi sawit ilegal tersebut 
melakukan perusakan hutan. 

Mengabaikan Realitas Dampak Sawit Korporasi
Ilegal Terhadap Perusakan Hutanb.
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Pada kepustakaan hukum pi-
dana lingkungan, kejahatan 
lingkungan dalam hubungan-
nya dengan hukum adminis-
trasi dapat dibedakan menja-
di dua, yakni administratively 
dependent crimes (kejahatan 
lingkungan dengan predikat 
administratif) dan adminis-
tratively independent crimes 
(kejahatan lingkungan tanpa 
predikat administratif). Dalam 
kategori administratively de-
pendent crimes, sebuah per-
buatan disebut sebagai keja-
hatan lingkungan ketika terjadi 
pelanggaran atas ketentuan 
administratif. Apabila ditinjau 
dari dampak yang ditimbul-
kan, terdapat beberapa ben-
tuk kejahatan lingkungan den-
gan predikat administratif ini, 
yakni: abstract endangerment 
(ancaman abstrak), concrete 
endangerment (ancaman konk-
rit), dan concrete harm (bahaya 
nyata) (Mandiberg and Faure 
2008).

Kejahatan lingkungan berjenis 
abstract endangerment meru-
juk pada sebuah perbuatan 
yang dikriminalisasi pada ting-
kat primer meskipun bahaya 
lingkungannya masih bersifat 
abstrak.  Di sini, tidak terdapat 
hubungan kausalitas secara 

langsung antara persyaratan 
administratif yang menjadi 
penentu kejahatan dengan 
kualitas lingkungan hidup 
(Mandiberg and Faure 2008). 
Merujuk pada UU PPLH, ter-
dapat tiga contoh jenis abstract 
endangerment ini, yakni:  (1) 
perbuatan tanpa izin yang tidak 
berdampak langsung terhadap 
lingkungan (misalnya Pasal 110 
UU PPLH yang mengancam pi-
dana setiap orang yang meny-
usun AMDAL tanpa memiliki 
sertifikat penyusun AMDAL); (2) 
pelanggaran atas persyaratan 
dokumen atau menghalangi 
pengawasan (misalnya Pasal 
115 UU PPLH tentang tindak 
pidana setiap orang yang men-
ghalang-halangi pengawasan 
atau merintangi PPNS untuk 
melakukan penyidikan); dan 
(3) pelanggaran atas izin dan 
aturan (misalnya, Pasal 111 UU 
PPLH yang mengancam pidana 
bagi pejabat yang mengeluar-
kan izin lingkungan tanpa AM-
DAL).

Di beberapa negara, contohnya 
Belgia dan Inggris, karena sifat 
ancamannya yang masih ab-
strak, penegakan atas kejaha-
tan ini dapat dilakukan melalui 
mekanisme administratif. 
Pemberian sanksi administrat-
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if tersebut berupa pencabutan 
izin, paksaan pemerintah, atau 
denda administratif.  Dengan 
pertimbangan bahwa tidak 
ada dampak yang berkaitan 
langsung antara perbuatan pi-
dana dengan kerusakan atau 
pencemaran lingkungan, me-
kanisme administratif dinilai 
lebih efisien dibandingkan 
dengan penggunaan sistem 
peradilan pidana yang kom-
pleks.  

Pada kejahatan lingkungan ber-
jenis concrete endangerment, 
sebuah perbuatan dikriminal-
isasi karena terdapat ancaman 
lingkungan yang bersifat nya-
ta. Dengan kata lain, telah ter-
dapat hubungan kausalitas 
secara langsung antara pers-
yaratan administratif dengan 
kualitas lingkungan hidup. Ada 
dua model yang dapat dijad-
ikan rujukan dalam penentuan 
hubungan kausalitas tersebut, 
yakni: (1) presumed endanger-
ment (di mana ancaman terh-
adap lingkungan masih berupa 
perkiraan, misalnya Pasal 104 
UU PPLH dengan mengancam 
setiap orang yang melakukan 
pembuangan limbah tanpa 
izin. Dalam hal ini, tidak penting 
apakah telah terjadi pencema-
ran atau tidak); dan (2) demon-

strated endangerment yakni 
ada risiko yang tinggi apabila 
perbuatan tersebut dilakukan, 
misalnya melakukan penge-
lolaan limbah B3 tanpa izin. 
Karena sifat ancaman lingkun-
gannya telah nyata, maka di be-
berapa negara, seperti Jerman, 
Belgia dan Belanda, pelaku 
dari kejahatan ini dikenakan 
pertanggungjawaban secara 
pidana.  Hal ini karena peng-
gunaan prosedur administrasi 
tidak efektif menimbulkan efek 
jera. Kejahatan lingkungan den-
gan jenis concrete endanger-
ment menjadi garis batas bagi 
penggunaan standar ultimuum 
remedium dalam penegakan 
hukum pidana lingkungan. 

Pada kejahatan lingkungan 
berjenis concrete harm, meski 
masih memiliki predikat ad-
ministratif (ditentukan oleh 
ada/tidaknya pelanggaran atas 
ketentuan administratif), je-
nis kejahatan ini telah menye-
babkan timbulnya bahaya 
lingkungan.  Hal ini misalnya 
pembuangan limbah tanpa izin 
yang menyebabkan terjadinya 
pencemaran. Karena bahaya 
lingkungannya telah terjadi, 
maka pertanggungjawaban pi-
dana untuk kejahatan lingkun-
gan berjenis concrete harm 
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seharusnya menjadi semakin 
berat dibandingkan dengan 
kejahatan lingkungan berje-
nis concrete endangerment. 
Dalam teknis perumusan de-
lik, abstract endangerment 
and concrete endangerment 
biasanya diformulasikan da-
lam bentuk delik formil (fokus 
pada tindakan yang dilarang), 
sedangkan untuk kejahatan 
lingkungan berjenis concrete 
harm diformulasikan dalam 
bentuk delik materil (fokus 
pada dampak yang ditimbul-
kan).

Kemudian untuk, jenis keja-
hatan lingkungan tanpa pre-
dikat administratif ini merujuk 
pada perbuatan yang dikrimi-
nalisasi karena menimbulkan 
bahaya sosial dan lingkungan 
yang serius, terlepas dari ada 
tidaknya izin untuk melakukan 
perbuatan tersebut. Sederhan-
anya, jenis ini tidak membu-
tuhkan terjadinya pelanggaran 
atas ketentuan administratif 
terlebih dahulu untuk dikat-
egorikan sebagai kejahatan 
lingkungan. Keterkaitan antara 
perbuatan dengan ketentuan 
administratifnya dapat diha-
puskan melalui: (1) penghilan-
gan ‘tameng perizinan’ (permit 

shield); atau (2) penghilangan 
elemen ‘perbuatan melawan 
hukum’ (unlawfulness).

Pembacaan terhadap Pasal 
17 dan Pasal 92 UU Perusakan 
Hutan 2013 memperlihatkan 
bahwa rumusan delik untuk 
mengkriminalisasi sawit ilegal 
saat ini merupakan rumusan 
yang berbentuk ancaman konk-
rit (concrete endangerment). 
Beberapa alasannya, rumusan 
deliknya tidak menyebutkan 
dampak dan tidak menghil-
angkan perbuatan maupun 
tameng perizinannya. Selain 
itu, rumusan itu tidak mema-
sukkan perbuatan yang secara 
langsung menunjukkan kausal-
itas dengan dampak lingkun-
gan, sehingga tidak dapat diter-
jemahkan punya kerusakan 
konkrit. Rumusan delik Pasal 
17 menyebutkan “melakukan 
kegiatan perkebunan” dapat 
diterjemahkan luas, baik itu 
pembuatan kanal, pembu-
kaan lahan, atau bahkan hanya 
menanam bibit. Tetapi perbua-
tan tersebut tetap menunjuk-
kan perbuatan yang memiliki 
ancaman konkrit – karena jika 
fakta materilnya merupakan 
konversi hutan, makan keru-
sakannya bersifat konkrit.
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Rumusan delik ini sepertin-
ya disusun demikian untuk 
mencegah kerusakan yang 
lebih besar dan nyata, seperti 
konversi hutan oleh sawit ilegal 
tersebut, akan tetapi dengan itu 
perbuatan yang dikriminalisasi 
masih berupa ancaman. Per-
soalannya, rumusan delik yang 
seperti ini mengharuskan per-
an aktif pemerintah dan pen-
egak hukum khususnya untuk 
melakukan pengawasan aktif, 

memastikan pelakunya segera 
diproses hukum sebelum ker-
usakan konkritnya terjadi. Ini 
faktanya tidak dapat dilakukan 
dan tidak pernah terjadi. Alih-
alih melakukan penegakan hu-
kum secara rutin, banyak ka-
sus sawit ilegal justru dibiarkan 
– selain kasus PT Susantri Per-
mai sebagaimana yang disebut 
di atas, tidak banyak kasus lain 
yang diproses hukum dengan 
cara yang sama.

Tabel 5. Pasal 110A dan Pasal 110B dan interpretasinya dalam 
PP Denda Kawasan Hutan

Gambar 6.  Gradasi keterancaman dan kerusakan dari
pembangunan sawit ilegal dalam hutan
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Persoalannya lagi, UU Peru-
sakan Hutan 2013 sendiri tidak 
memiliki pasal pidana atau 
tidak mengkriminalisasi kon-
versi hutan dalam pengertian 
sebagai delik yang sifatnya 
materil. Pada titik inilah, ter-
lihat kecerobohan pembuat 
UU Cipta Kerja, jika tidak mau 
dikatakan sebagai kesenga-
jaan menggunakan konsep 
dalam ilmu hukum pidana se-
cara salah untuk menjadi pem-
benaran terhadap impunitas. 
Kalau pun memang hendak 
memilah ketentuan pidana an-
tara penal pidana dengan penal 
administrasi, seharusnya seka-
ligus memperbaiki logika krimi-
nalisasinya. Rumusan Pasal 17 
dan Pasal 92, yang overinklusif 
yang dipandang “berlebihan” 
oleh pelaku usaha justru tidak 
diperbaiki sehingga memas-
tikan mana yang sifatnya an-
caman dan mana yang terjadi 
perusakan, tetapi justru meng-

kategorisasi semuanya sebagai 
ancaman abstrak, sehingga 
hanya memerlukan sanksi ad-
ministrasi dan penyelesaian 
administratif. Seharusnya, Ke-
menterian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan adalah lem-
baga pemerintah yang paling 
paham bagaimana perusakan 
hutan oleh operasional kor-
porasi sawit ilegal ini terjadi. 
Hilangnya hutan hingga jutaan 
hektare dan kebakaran hutan 
periodik di lahan gambut tentu 
ada penyebabnya, dan seha-
rusnya dapat dimintakan per-
tanggungjawaban. 

Dengan logika itu, pemerin-
tah meski membantah adanya 
pemutihan justru saat ini pada 
sedang melakukan hal yang 
lebih membahayakan publik, 
yaitu memberikan legitimasi 
perusakan hutan oleh korpora-
si sawit.
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Siapa yang disebut sawit peru-
sak hutan?

Apabila dibandingkan dengan 
Pasal 110A dan Pasal 110B, 
upaya untuk memilah jenis 
perbuatan dan subyek sebe-
narnya dapat terlihat dari pem-
bedaan perlakuan pada kedua 
pasal. Misalnya, persoalan 
penggunaan kawasan hutan 
yang dilakukan oleh korporasi 
yang sama sekali tidak punya 
izin dibebankan dengan Pasal 
110B ayat (1), sementara apa-
bila memiliki izin usaha tetapi 
belum melakukan penyele-
saian administrasi pelepasan 
kawasan hutan akan melalui 
tahapan dalam Pasal 110A. 
Kemudian juga penggunaan 
kawasan oleh masyarakat lo-
kal diselesaikan dengan Pas-
al 110B ayat (2). Akan tetapi 
terhadap misalnya persoalan 
sengketa regulasi dan kegaga-
lan penyelesaian pelepasan 
kawasan hutan tidak dibeda-
kan, keduanya sama-sama 
mendapatkan ruang penyele-
saian melalui Pasal 110A. Pen-
gaturan ini memperlihatkan 
bagaimana posisi pemerintah 

dalam memposisikan perso-
alan penggunaan kawasan 
hutan ilegal: memproses kebu-
tuhan administratif pelaku us-
aha perkebunan selama telah 
memiliki izin. 
Cara pandang ini semakin 
terlihat jelas kalau kita juga 
memperhatikan kriteria terkait 
subyek hukum yang mendapa-
tkan penyelesaiannya. Jika kita 
melihat penyelesaian untuk 
korporasi syarat tempusnya 
adalah sebelum keberlakuan 
Undang-Undang Cipta Kerja 
2020. Namun, Pasal 110B ayat 
(2) mengatur dengan selektif 
bahwa untuk masyarakat seki-
tar hutan (sebutlah pekebun 
skala kecil), kemudian tidak 
dikenakan sanksi administra-
tif, tetapi dengan syarat hanya 
dengan luasan paling maksi-
mal 5 (lima) hektar dan telah 
menguasai lahannya terus 
menerus selama 5 tahun. Pen-
gaturan untuk korporasi syarat 
penguasaannya jauh lebih 
fleksibel secara tata waktu, 
selama sebelum berlakunya 
Undang-Undang Cipta Kerja 
2020. Bisa jadi, korporasi itu 
terbangun baru pada tahun 

Pengalihan Beban Perusakan Lingkungan
Kepada Publikc.
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2019 misalnya, dan bisa mengi-
kuti penyelesaian administrasi 
sebagaimana UU Cipta Kerja 
2020. Andai tidak ada kebijakan 
moratorium sawit yang mem-

batasi penerbitan izin baru, 
celah ini dapat menjadi modus 
untuk memperluas kebun saw-
it korporasi dan bebas dari per-
tanggungjawaban. 

Gambar 7. Subyek hukum tertuju dari respon terhadap pengguna hutan.

Apabila disandingkan satu 
sama lain, berbeda dengan 
PP Perubahan Peruntukkan, 
UU Cipta Kerja menawarkan 
‘penyelesaian’ yang lebih utuh. 
Didukung dengan alas hukum 
yang lebih tinggi, prosedur yang 
diatur secara lebih lengkap, 
dan bahkan dengan kelem-
bagaan yang melibatkan lebih 

banyak institusi negara. Pasca 
terbitnya UU Cipta Kerja itu, 
pemerintah kemudian mener-
bitkan juga aturan pelaksana 
Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2021 tentang Penyele-
saian Ketidaksesuaian Tata Ru-
ang, Kawasan Hutan, Izin, dan/
atau Hak Atas Tanah    dan Pera-
turan Pemerintah Nomor 24 Ta-

d. Legitimasi Terhadap Perusakan Hutan

Selanjutnya disebut PP Penyelesaian Ketidaksesuaian 2021.32

32
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hun 2021 tentang Cara Penge-
naan Sanksi Administratif Dan 
Tata Cara Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang Berasal Dari 
Denda Administratif Di Bidang 
Kehutanan.  Aturan pelaksana 
ini juga mengklasifikasikan per-
soalan tumpang tindih izin den-
gan kawasan hutan ke dalam 
dua jenis, yaitu pelanggaran 
dan keterlanjuran. Sementara 
PP Penyelesaian Ketidakse-
suaian mengatur banyak tata 
cara penyelesaian keterlanju-
ran, aturan ini juga mengarah-
kan agar ketidaksesuaian da-
lam bentuk pelanggaran 
diselesaikan dengan penjatu-
han sanksi administratif, yang 
secara sistematis dapat dibaca 
dengan merujuk PP Denda Ka-
wasan Hutan 2021. 

Dilihat dari uraiannya, dapat 
diperkirakan bahwa Pasal 
110A dan Pasal 110B merupa-
kan bentuk-bentuk pelangga-
ran sebagaimana cakupan PP 
Penyelesaian Ketidaksesuaian 
2021 dan PP Denda Kawasan 
Hutan 2021. Namun, apabila 
melihat perbedaaan rumu-

san-rumusannya bukan tidak 
mungkin kalau kemudian defi-
nisi dan cakupan pelanggaran 
di antara kedua aturan itu jus-
tru malah tidak harmonis. Hal 
ini dapat terlihat misalnya, dari 
cakupan dan uraian Penjelas-
an Umum PP Denda Kawasan 
Hutan 2021 yang memiliki logi-
ka yang berbeda dengan yang 
dibangun oleh UU Cipta Ker-
ja. Pasal 110A UU P3H pasca 
UU Cipta Kerja misalnya tidak 
menyebutkan komoditasnya 
secara spesifik. Sementara 
di Penjelasan Umumnya, PP 
Denda Kawasan Hutan 2021 
mengatribusikan Pasal 110A 
itu dengan perkebunan dengan 
komoditas yang spesifik yaitu 
sawit.  

Sebelum diterbitkannya pera-
turan pemerintah tersebut, se-
cara gramatikal Pasal 110A dan 
Pasal 110B hampir diperlaku-
kan serupa, yaitu dapat berlaku 
untuk seluruh jenis kegiatan 
usaha perkebunan, termasuk 
sawit. Satu-satunya pembeda 
di antara kedua pasal itu ada-
lah frasa “sudah terbangun” di 

Selanjutnya disebut PP Denda Kawasan Hutan 2021.
Lihat Paragraf 3 Penjelasan Umum PP Denda Kawasan Hutan 2021, “Pasal 110A yang pada 
prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terban-
gun, memiliki lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana 
Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan…” 

33
34

33

34
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dalam Pasal 110A, sementara 
Pasal 110B tidak menyebut-
kan hal tersebut. Oleh karena 
itu, ironis ketika melihat istilah 
“sawit” dalam PP Denda Ka-
wasan Hutan 2021 justru se-
olah disisipkan pada pasal si-
sipan yang sebelumnya diatur 

melalui UU Cipta Kerja 2021. 
Apapun maksudnya, perbe-
daan ini dapat membuat cara 
baca dan operasionalisasi Pas-
al 110A dan Pasal 110B pasca 
berlakunya PP Denda Kawasan 
Hutan 2021 berbeda dengan 
rumusan undang-undang. 

Tabel 7. Tipologi sawit dalam kawasan hutan dan penyelesaiannya

Lihat PP Penyelesaian Ketidaksesuaian 2021 dan PP Denda Kawasan Hutan 2021.35

35

Terlepas dari keberadaan Pasal 
110A dan Pasal 110B, jika dib-
aca sistematikanya regulasi 
yang ada di dalam PP Denda Ka-
wasan Hutan 2021 maupun PP 
Penyelesaian Ketidaksesuaian 
2021 seolah mencoba men-

jawab berbagai tipologi sawit di 
dalam kawasan hutan secara 
menyeluruh dengan memilah 
berbagai situasi hukum yang 
mungkin terjadi. Mengikuti 
logika perundangan-undangan 
tersebut, maka setiap ketidak-
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sesuaian sebutlah sawit dalam 
kawasan hutan akan diuji den-
gan pertanyaan apakah kegia-
tan tersebut merupakan pe-
langgaran atau keterlanjuran. 
Tentu saja hal ini tidak mungkin 
bisa dilakukan tanpa sebelum-
nya melakukan audit perizinan. 
Mengacu pada regulasi terse-
but, maka penyelesaian sawit 
dalam kawasan hutan untuk 
korporasi di bagi ke dalam 3 
(tiga) tipologi: 1) korporasi den-
gan izin usaha perkebunan, 2) 
korporasi dengan izin usaha 
yang tidak menyelesaikan da-
lam rentang 3 tahun UU Cipta 
Kerja 2020, dan 3) korporasi 
tanpa izin usaha. 

Pada ketiga tipologi itu, per-
setujuan pelepasan kawasan 
hutan hanya dapat diberikan 
pada sawit yang memiliki izin 
dalam kawasan hutan produk-
si yang tidak tumpang tindih. 
Ini berlaku terhadap pemegang 
izin yang menyelesaikan dalam 
rentang waktu 3 (tiga) tahun UU 
Cipta Kerja maupun melam-
pauinya. Pengecualiannya, ter-
hadap yang melampaui tenggat 
waktu 3 (tiga) tahun maka dike-
nakan juga denda administrat-
if. Aspek lainnya adalah, teng-
gat waktu 3 tahun setelah UU 
Cipta Kerja 2020 juga dipahami 
bukan sebagai tenggat waktu 
penyelesaian, tetapi sebagai 
tenggat waktu pendaftaran. 

Bhawono A, “Beda Tenggat Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan dengan UU CK”,
Betahita, 9 November 2023. 

36
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Gambar 8. Penyelesaian untuk sawit dengan izin usaha
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Membaca pengaturan me-
kanisme penyelesaian ini 
menunjukkan bahwa pemerin-
tah pada dasarnya lebih banyak 
memfokuskan pada penjatu-
han denda administratif dan 
pengembalian tanah menjadi 
milik negara. Sementara sanksi 
pidana sendiri tidak dijelaskan, 
relasinya dalam proses itu. 
Meski, misalnya disebutkan 
bahwa pengutamaan sanksi 
administrasi, termasuk untuk 
yang tidak memiliki izin usaha 
atau lokasi.  Sebagaimana terli-
hat pada Gambar 8-10, bahkan 
untuk yang tidak memiliki izin 
usaha sekalipun pemerintah 
masih memberikan kesempa-
tan mengusahakan sawitnya 
selama satu daur sepanjang 
25 tahun, setelah membayar 
denda administratif. Hanya 
kemudian pada subyek yang 
tidak membayar denda admin-
istratiflah kemudian, dilakukan 
paksaan pemerintah. Hal ini 

semakin meneguhkan, bah-
wa segala upaya penyelesaian 
ini memposisikan sawit ilegal 
sebelum UU Cipta Kerja 2020 
tidak lagi dapat dipidana. Se-
hingga meski tidak melakukan 
dekriminalisasi dalam penger-
tian penghapusan ketentuan 
pidana dalam UU Perusakan 
Hutan 2013 – Pasal 17 dan 
Pasal 92, atau tidak menyebut 
kata “ultimum remedium” se-
cara eksplisit, pengaturan ini 
menghapuskan kemungkinan 
melakukan pidana terhadap 
sawit ilegal yang memiliki izin 
usaha sebelum UU Cipta Kerja.

Kemungkinan pemidanaan 
hanya berlaku terhadap saw-
it yang tidak lagi memiliki izin 
usaha atau yang izinnya terbit 
setelah UU Cipta Kerja 2020. 
Persoalannya, proses menuju 
penjatuhan sanksi administra-
tif sendiri bukan proses yang 
singkat. Apalagi jika meng-

Gambar 9. Penyelesaian untuk sawit dengan izin usaha/lokasi yang melampaui
tenggat waktu 3 tahun UU Cipta Kerja
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hitung juga proses penjatuhan 
paksaan pemerintah yang ti-
dak mudah, baik itu bentukn-
ya pencekalan, paksa badan, 
pembekuan aset, lelang, dan 
sebagainya. Dalam konteks 
ini, realistis jika beranggapan 
bahwa terhadap sawit kor-
porasi tidak berizin sekalipun 
penjatuhan tindak pidana tidak 
banyak peluangnya. Satu hal 
lagi yang tidak diperjelas dari 
pemberlakuan PP Denda Ka-
wasan Hutan 2021 adalah apa-
kah ketentuan yang sama juga 
berlaku terhadap sawit ilegal 
pasca UU Cipta Kerja 2020. Jika 
mengacu pada Pasal 3 peratur-
an pemerintah tersebut, seha-
rusnya ketentuan penyelesaian 
yang ada di dalam aturan terse-
but tidak berlaku bagi sawit ile-
gal setelahnya.

Melihat berbagai prosedur 
penyelesaian sawit ilegal 
itu, penting untuk diperhati-
kan bahwa upaya penjeraan 
melalui pengaturan denda yang 
sifatnya punitif lebih banyak di-
arahkan untuk sawit yang tidak 
memiliki izin usaha. Walaupun, 
seberapa besar rasio penjeraan 
itu dapat diberikan akan men-
gandalkan pada dua hal pent-
ing: pertama, seberapa besar 
denda tersebut mengkompen-
sasi keuntungan pelanggar 
hukum, dan kedua, seberapa 
besar kemungkinan pengenaan 
denda tersebut dapat diterap-
kan kepada pelanggar. Terkait 
hal yang pertama, meski dia-
tur di dalam peraturan pemer-
intah, pengaturan mengenai 
denda administrasi sebenarn-
ya juga hingga saat ini belum 

Gambar 10. Penyelesaian untuk sawit tanpa izin usaha/ lokasi.
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dapat dipastikan pelaksanaan-
ya. Selain karena subyek obyek 
sanksinya tidak dibuka oleh pe-
merintah, sejauh mana kualitas 
informasinya juga tidak dapat 
diuji oleh publik. Dalam pros-
esnya, secara diam-diam Men-
teri LHK menerbitkan SK Ment-
eri LHK Nomor 661Tahun 2023 
yang mengatur tentang penye-
derhanaan formula perhitun-
gan kewajiban Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Provisi Sumber Daya Hutan 
dan Reboisasi (PSDH-DR) yang 
harus dibayarkan perusahaan. 
PSDH-DR ini tidak memperha-
tikan jenis kayu dari Kawasan 
hutan yang diputihkan. Rumus 
yang dipakai ialah taksiran vol-
ume kayu dikali potensi kayu 
dan luas areal terbangun. 
Di sisi lain, apabila mengacu 
pada PP Denda Kawasan Hutan 

2021, penentuan denda akan 
bervariatif tergantung, kerapa-
tan tutupan hutan, keuntungan 
yang diperoleh dari pemban-
gunan kebun sawit, dan lama 
beroperasi. Pengecualian, 
apabila tidak menyelesaikan 
perizinannya dalam tenggat 
waktu 3 tahun pasca berlakun-
ya UU Cipta Kerja 2020 atau ti-
dak dapat ditentukan keuntun-
gan perusahaan, maka denda 
administratif dihitung dari 10 
kali besaran PSDH. Opsi-opsi 
ini membuat penentuan den-
da akan sangat bervariatif. 
Beberapa riset menunjukkan 
memang bahwa denda yang 
dihitung secara proporsional 
lebih efektif untuk menekan 
perbuatan ilegal yang disasar 
(Robinson, Kumar, and Albers 
2010). Namun, penting untuk 
digarisbawahi juga bahwa pelu-

Gambar 11. Ketentuan denda administratif
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ang diskresi dalam penegakan 
ini akan semakin luas apabila 
informasi mengenai bagaima-
na denda itu diterapkan juga 
tidak terbuka. Tergantung cara 
menghitungya, pelaku usaha 
dapat mengarahkan agar den-
da yang dijatuhkan jauh lebih 
ringan daripada yang seharusn-
ya dilakukan. Misalnya, dengan 
menutup informasi keuntun-
gan, maka denda diterapkan 
dengan pengali terhadap PSDH 
yang nilainya bisa ditekan den-
gan mengurangi koefisien pen-
gali potensi kayu per hektare.

Sebut saja, ada satu perusa-
haan sawit ilegal dalam ka-
wasan hutan, dengan luas 25 
ribu hektare, denda adminis-
tratifnya bisa berbeda lebih 
dari dua kali lipat jika meng-
gunakan rumus yang berbeda 

antara berdasarkan keuntun-
gan atau perkalian terhadap 
PSDH. Jika dari 25 ribu hektar 
itu pelaku mendapat keuntun-
gan yang besar, pelaku dapat 
menekan biaya dendanya den-
gan menutup informasi men-
genai kerapatan hutan atau 
durasi waktu berusahanya. Se-
mentara itu, jika masih terlalu 
besar, maka pelaku juga dapat 
menggunakan rumusan denda 
berdasarkan pengali dengan 
PSDH. Dalam hal ini, dapat 
dilakukan dengan menekan 
potensi kayu. Tentu saja hal ini 
akan mempengaruhi perilaku 
korporasi terhadap kebijakan 
pemutihan sawit ilegal, apala-
gi ditambah dengan insentif 
pelaporan mandiri. Berbagai 
kemungkinan ini dapat menghi-
langkan peluang efek jera terh-
adap pelaku sawit ilegal.

Tabel 8. Simulasi penerapan denda administrasi.
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Titik kritik publik terhadap ke-
seluruhan prosedur impunitas 
ini juga pada dasarnya berfokus 
dari tidak hanya bahwa kor-
porasi skala besar mendapat-
kan privileges tersebut, tetapi 
juga bahwa pemerintah dengan 
kuasa koersifnya tidak berusa-
ha mendorong tindakan pemu-
lihan terhadap hutan yang telah 
dirusak oleh sawit ilegal terse-
but. Penghilangan sifat tercela 
sementara atau secara terba-
tas melalui pengesampingan 
pidana, bukan berarti menghil-
angkan fakta bahwa perusakan 
lingkungan telah terjadi. Real-
istisnya memang bahkan me-
nekan pengendalian konversi 
hutan ilegal dengan denda bu-

kan jaminan akan berhasil (Tac-
coni, Rodrigues, and Maryudi 
2019). Ukuran denda akan me-
nentukan, begitu juga siapa 
yang dikenakan denda tersebut 
(Robinson, Kumar, and Albers 
2010). Denda secara konsep-
tual diarahkan bukan sebagai 
penghukuman konkrit subyek 
tetapi secara agregat merupa-
kan kompensasi terhadap se-
berapa tinggi tingkat deteksi 
pelanggaran, sehingga apabila 
deteksinya tinggi denda yang 
rendah sekalipun sudah dapat 
dipandang memenuhi tujuan-
nya, apalagi jika dapat meng-
gantikan biaya penegakan hu-
kumnya (Robinson, Kumar, and 
Albers 2010). 

e. Penyelesaian Minus Pemulihan

Tabel 9. Berbagai nilai instrumen penegakan hukum

Namun demikian, perlu dicatat 
juga, bahwa denda adminis-
tratif dalam ranah keuangan 

negara di Indonesia akan diang-
gap sebagai penerimaan neg-
ara bukan pajak dari sektor ke-
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hutanan. Tidak berbeda dengan 
Dana Reboisasi (DR) dan Provi-
si Sumber Daya Hutan (PSDH), 
uang yang diterima akan men-
jadi bagian dari keuangan nega-
ra yang kemudian dialokasikan 
secara umum. Tanpa politik an-
ggaran tertentu, uang itu akan 
menjadi sumber kesejahter-
aan umum. Sehingga kemun-
gkinannya menjadi pengungkit 
efektivitas penegakan hukum 
akan terbatas, apalagi kalau 
diarahkan untuk melakukan 
pemulihan. Memang kebutu-
han pemulihan jangka pendek 
sendiri kalau melihat struktur 
penyelesaiannya akan sangat 
terbatas, utamanya hanya pada 
kawasan hutan lindung dan 
konservasi terhadap korporasi 
yang tidak berizin. Sementa-
ra bentuk pelanggaran lainn-
ya harus menunggu lahannya 
dikembalikan setelah satu daur 
produksi yang beragam antara 
15-25 tahun rotasi. 

Apapun itu, penerapan denda 
ditambah pembayaran PSDH 
bisa jadi tidak akan seband-
ing dengan biaya kerugian bagi 
publik untuk melakukan pemu-
lihan terhadap hutan yang tel-
ah rusak. Mengandalkan den-
da sebagai alat pengendalian 
oleh karenanya sama dengan 

mengalihkan beban sisanya 
kepada publik luas, sekaligus 
memberikan subsidi yang be-
sar kepada sawit ilegal terse-
but. Memang, mengesamp-
ingkan perihal impunitas dan 
pengalihan beban pada publik, 
penentuan jenis sanksi tidak 
selalu punya korelasi dengan 
tercapainya tujuan penegakan 
hukum lingkungan hidup, akan 
tetapi perdebatan panjang an-
tara efisiensi sanksi adminis-
tratsi dengan efektivitas sanksi 
pidana belakangan ini mengar-
ah pada pemahaman penting-
nya penerapan kombinasi atau 
kumulasi sanksi untuk saling 
memperkuat (Blondiau, Billiet, 
and Rousseau 2015). 

Sebenarnya, pemerintah dapat 
meningkatkan rasio efek jera, 
dengan meningkatkan proba-
bilitas pengenaan sanksi ad-
ministratif tersebut. Langkah 
paling awalnya adalah dengan 
membuka informasi terkait 
dengan hasil inventarisasi dan 
verifikasinya. Pengungkapan 
ini harusnya diikuti dengan 
melakukan pemetaan aktor ter-
hadap korporasi dengan sawit 
ilegal tersebut. Tentu, pemeta-
an dan pengujian pengendalian 
saham perusahaan sawit ini 
perlu dilakukan secara men-
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dalam mengingat tidak jarang 
korporasi sawit ilegal ini juga 
menyembunyikan kepemilikan-
nya dengan struktur korporasi 
yang rumit.  Membuka nama 
juga dapat menjadi cara untuk 
meningkatkan kualitas penjer-
aan (Gunningham, Kagan, and 
Thornton 2004; Van Erp 2014), 
jika kemudian dalam banyak 
hal denda itu tidak mampu 
menjadi beban timbangan pen-
jeraan yang memadai. Teruta-
ma jika mengandalkan pada 
denda sebagai satu-satunya 
intervensi perilaku perusahaan 
juga bisa tidak akan ditemukan 
untuk seluruh kasus. Bagi peru-
sahaan yang merupakan bagian 
dari grup besar, nilai denda bisa 
jadi tidak sebanding dengan 

penguasaan tanah dalam jang-
ka panjang dan nilai ekonomi 
yang diperoleh dari lahan itu. 

Contoh di Brazil, meski sama 
menerapkan amnesti kejahatan 
lingkungan, penerapan sank-
sinya dibarengi dengan instru-
men lain seperti penggunaan 
daftar hitam untuk pelanggar 
berulang dan dikumulasi den-
gan sanksi paksaan pemerintah 
untuk pemulihan lingkungan 
(Garcia and Fonseca 2018). 
Daftar hitam ini atau disebut 
dengan istilah embargo di Brazil 
berlaku untuk pemegang tanah 
yang melanggar aturan defor-
estasinya dan belum melaku-
kan tindakan pemulihan. Em-
bargo ini dapat menyebabkan 

Gambar 12. Penayangan data deforestasi ilegal yang dikenakan ‘blacklist’ atau embargo 
sampai pemulihan selesai dilaksanakan

“Pura-Pura Buka Data”, Greenpeace Indonesia, 2024. 37
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pelaku kehilangan hak untuk 
mendapatkan berbagai layanan 
publik (Carvalho et al. 2019). 
Dengan penayangan ini, pub-
lik dapat melihat dengan jelas 
mana pemilik lahan yang su-
dah menyelesaikan pemulihan 
lingkungan dan mana yang be-
lum.  

Contoh ini sebenarnya dapat 
diuji juga di Indonesia, apalagi 
dengan adanya peluang untuk 
menyelesaikan sawit ilegal da-
lam kawasan hutan yang saat 
ini sedang berjalan. Meski den-
gan cara yang berbeda, praktik 
daftar hitam ini sebenarnya 
juga bukan instrumen yang as-
ing bagi pemerintah Indonesia. 

Pemerintah sebenarnya sudah 
menerapkan dan menggunakan 
instrumen ‘daftar hitam’ un-
tuk meningkatkan kepatuhan 
korporasi, yaitu oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah terhadap 
proses pengadaan barang dan 
jasa yang ditampilkan secara 
terbuka dalam alamat daring 
https://inaproc.id/daftar-hitam. 
Daftar ini ditetapkan setelah 
berdasarkan pengawasan, pe-
rusahaan-perusahaan itu me-
langgar ketentuan atau men-
yampaikan data dan informasi 
yang tidak benar. Tergantung je-
nis pelanggarannya masa ber-
laku daftar ini bisa mencapai 
durasi 1-2 tahun.  

Sumardjo M, “Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah“, 2021.38

Gambar 12. Penayangan data deforestasi ilegal yang dikenakan ‘blacklist’ atau embargo 
sampai pemulihan selesai dilaksanakan
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1.

R
EK

O
M

EN
D

AS
I Impunitas yang diberikan pemerintah bagi kor-

porasi penghancur hutan, faktanya telah mem-
buat kita kehilangan banyak hal dan telah mer-
ugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. 
Sedangkan dalam konteks perlindungan dan 
penegakan hukum, tidak ada kebijakan kehutan-
an yang lebih kuat. Selain tetap mempertahank-
an impunitas, Undang-undang Cipta Kerja justru 
kembali pada regulasi kehutanan fase pertama, 
yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, yang ter-
bukti telah gagal melindungi hutan dan menega-
kkan hukum bagi korporasi penghancur hutan. 
Undang-undang ini juga tidak cukup mampu 
menjangkau modus operasi jahat korporasi, di-
mana mereka beroperasi secara illegal di Ka-
wasan hutan, lalu kemudian mengajukan pemu-
tihan serta legalisasi. Untuk itu, melalui laporan 
ini kami mengusulkan beberapa rekomendasi 
yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu :

Melakukan koreksi kebijakan kehutanan yang ada saat ini, terma-
suk Undang-undang Cipta Kerja. Pemerintah juga harus meny-
usun regulasi yang mampu melindungi hutan Indonesia dari an-
caman deforestasi dan degradasi yang didorong oleh perluasan 
industry ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, industry 
kayu, bisnis energi, food estate, serta pembangunan proyek-
proyek skala besar lainnya. 
Mengutamakan percepatan dan perluasan pengakuan Wilayah 
Kelola Rakyat di kawasan hutan, sebagai bentuk distribusi kese-
jahteraan serta pengakuan negara atas kegagalan dalam menge-
lolah dan melindungi hutan Indonesia.
Segera membuka informasi proses pemutihan dalam Kawasan 
hutan yang dilakukan saat ini ke public, dan membuka ruang ko-
reksi bagi perusahaan-perusahaan yang seharusnya  tidak layak 
mendapatkan pemutihan.
Menyusun satu kebijakan atau skema “blacklist” bagi korporasi 
yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan hutan/lingkun-
gan, sebagai model pemberian efek jera.

2.

3.

4.
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